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ABSTRAK 
Rizki Atikah Dewi. NPM. 1405170848. Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan 
Keuangan Komersial dalam Penentuan Pajak Penghasilan pada PT. 
Dayamega Pratama Medan, 2018. Skripsi. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perbedaan penghasilan kena 
pajak jika dibandingkan antara laporan keuangan menurut Standart Akuntansi 
Keuangan dan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, dan 
juga untuk mengetahui besarnya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban 
antara laporan keuangan komersial dan fiskal yang disusun oleh perusahaan serta 
menghitung PPh yang terutang. Dalam penelitian yang dilakukan, penulis 
menganalisis data dengan metode deskriptif yaitu yang terbatas pada usaha untuk 
mengungkapkan suatu masalah, keadaan, dan peristiwa yang terjadi, sehingga 
penelitian ini mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya. Jenis data yang 
digunakan adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data 
primer dan data sekunder. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung 
dari tempat penelitian melalui metode pengamatan dan wawancara langsung 
kepada pihak atau bagian yang terkait dengan data-data yang ada, khususnya pada 
Tax and Accounting Staf dan data sekunder yaitu laporan keuangan yang 
diperoleh dari perusahaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat 
perbedaan antara laba-rugi menurut komersial dengan laba-rugi menurut fiskal. 
Perbedaan ini terjadi karena dilakukan koreksi fiskal terhadap biaya-biaya dan 
penghasilan dalam laporan keuangan komersial berdasarkan peraturan perpajakan. 
 
Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Laporan Keuangan, Koreksi Fiskal. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak berfungsi sebagai sumber dana 
bagi pemerintah untuk membiayai pengeluran-pengelurannya dan pajak berfungsi 
juga sebagai alat mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan 
ekonomi.  
Perpajakan di Indonesia saat ini menggunakan system self assessment 
yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan penuh kepada 
Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan, melaporkan pajak terutang. 
Pembaharuan sistem perpajakan di Indonesia dimaksudkan untuk meningkatkan 
penerimaan negara dari sektor pajak, agar bangsa Indonesia lebih mandiri dalam 
membiayai pembangunan nasional. Sistem dan mekanisme pemungutan pajak 
lebih  menumbuhkan kesadaran dalam membayar pajak. Para wajib pajak tidak 
dipandang sebagai objek melainkan sebagai subjek yang harus dibina dan 
diarahkan agar mampu memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik. 
Sumber penerimaan negara dari sektor pajak ada banyak macam. Salah 
satunya adalah Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), yaitu pajak 
penghasilan yang dikenakan kepada sebuah badan usaha atas penghasilan atau 
laba usahanya baik dari dalam negeri maupun pendapatan di luar negeri. Salah 
satu kewajiban Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan adalah membuat 
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pembukuan sebagai suatu proses yang dilakukan secara teratur untuk menyusun 
suatu laporan keuangan (financial statement) yang didalamnya berisi neraca 
atau laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan arus 
kas beserta rincian masing-masing pos dalam laporan keuangan. 
Laporan keuangan disusun dengan tujuan menyediakan informasi yang 
menyangkut keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu 
perusahan yang bermanfaat bagi sejumlah besaar pengguna dalam 
pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan apa 
yang telah dilakukan manajeman atau sebagai bentuk pertanggungjawaban 
manajeman atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan 
keuangan yang selanjutnya disebut sebagai laporan keuangan komersial pada 
dasarnya disusun dengan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan (PSAK). Laporan keuangan komersial ditunjukkan untuk pihak 
intern dan ekstern. Bagi pihak intern, laporan keuangan digunakan untuk 
menilai hasil kinerja dalam suatu periode akuntansi, apakah selama periode 
tersebut terjadi kenaikan atau penurunan aktivitas usaha yang tercermin dari 
pendapatan (hasil usaha), yang selanjutnya akan menghasilkan kenaikan 
(penurunan) laba usaha dari periode sebelumnya. Dengan mengadakan analisa 
laporan keuangan dari perusahaan, manajeman akan mengetahui keadaan dan 
perkembangan financial dari perusahaannya, dimana hasil analisa historis 
tersebut sangat penting artinya bagi penyusunan rencana ataupun kebijakan 
yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Sedangkan untuk pihak 
eksternal, dalam hal ini khususnya adalah pemegang saham yang tidak terlibat 
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secara langsung dalam operasional perusahaan, laporan keuangan  digunakan 
untuk menilai kinerja manajeman perusahaan dalam menghasilkan 
keuntungan, terutama berapa besar dividen yang akan diterima serta untuk 
memutuskan apakah manajeman perusahaan tetap dipertahankan. Disamping 
hal tersebut, laporan keuangan sudah pasti akan digunakan untuk memutuskan 
apakah diperlukan ekspansi usaha pada periode-periode selanjutnya. 
Berbeda dengan laporan keuangan komersial, laporan keuangan fiskal 
adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan 
digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Ketentuan perpajakan 
mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap 
unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan. Ukuran itu, 
dapat saja kurang sejalan dengan prinsip akuntansi (komersial).  
Undang-Undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari 
pelaporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, 
baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Perusahaan dapat 
menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan 
fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan 
keuangan komersial. 
Dengan perbedaan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan antara 
laba/rugi komersil dan laba/rugi fiskal, sehingga untuk menghitung besarnya 
pajak penghasilan terhutang perlu dilakukan koreksi fiskal atas laba/rugi 
komersilnya. Dengan demikian, yang perlu dilakukan wajib pajak untuk 
menghitung pajak penghasilannya adalah membuat laporan keuangan Standar 
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Akuntansi Keuangan, kemudian melakukan koreksi terhadap penghasilan dan 
beban. 
PT. Dayamega Pratama merupakan salah satu wajib pajak dalam Negeri 
yang berada di Kota Medan. Dari laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 
terlampir jumlah peredaran usaha PT. Dayamega Pratama sebesar 
Rp.2.492.198.751 dengan jumlah pembayaran pajak pada tahun 2016 sebesar 
Rp.76.800.777. Dari laporan keuangan dan daftar SPT PT. Dayamega Pratama 
terdapat beberapa permasalahan, diantaranya: 
Perusahaan memasukkan Pendapatan Jasa Giro sebesar Rp.96.705.681 
sebagai penambahan modal, sedangkan pendapatan jasa giro seharusnya berada di 
Laporan Laba Rugi sebagai penghasilan lain-lain. 
Perusahaan memasukkan discount pembelian sebagai penambahan 
penghasilan lain lain sebesar Rp.78.543.767, sedangkan discount pembelian 
seharusnya mengurangi pembelian. 
Perusahaan mengkoreksi Biaya BPJS sebesar Rp.90.306.085, seharusnya 
Biaya BPJS boleh dibiayakan menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 
Tahun 2008, Premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan pemeliharaan 
kesehatan (Untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek) yang dibayar oleh 
pemberi kerja merupakan biaya bagi perusahaan. 
Dengan adanya permasalah tersebut, maka penulis terdorong untuk 
menulis skripsi dengan judul “Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan 
Keuangan Komersial dalam Penentuan Pajak Penghasilan pada PT. 
Dayamega Pratama” 
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B. Identifikasi Masalah 
Dari uraian latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi masalah 
sebagai berikut: 
1. Adanya kesalahan pencatatan pada Laporan Keuanga khususnya pada Laporan 
Laba Rugi dan Laporan Neraca PT. Dayamega Pratama. 
2. Adanya kesalahan koreksi fiskal pada PT. Dayamega Pratama. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka masalah penelitian yang 
akan diselidiki dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Apakah pendapatan dan beban yang dikoreksi pada laporan keuangan 
komersial PT. Dayamega Pratama telah sesuai dengan peraturan perpajakan? 
2. Berapa jumlah pajak penghasilan terhutang yang harus di bayar oleh PT. 
Dayamega Pratama untuk tahun pajak 2016? 
3. Apa yang menyebabkan terjadinya kesalahan koreksi fiskal dalam menghitung 
pajak penghasilan pada PT. Dayamega Pratama? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan Penelitian ini adalah : 
1. Mengetahui dan menganalisis semua pendapatan dan beban yang dikoreksi 
telah sesuai dengan peraturan perpajakan. 
2. Mengetahui dan menganalisis jumlah pajak penghasilan terhutang yang harus 
di bayar oleh PT. Dayamega Pratama untuk tahun pajak 2016. 
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3. Mengatahui dan menganalisis penyebab terjadinya kesalahan koreksi fiskal 
dalam menghitung pajak penghasilan pada PT. Dayamega Pratama. 
 
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 
1. Bagi Perusahaan 
Sebagai masukan bagi perusahaan dalam melakukan koreksi fiskal 
terhadap laporan keuangan komersialnya.  
2. Bagi Penulis 
Untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuannya khususnya dalam 
bidang akuntansi koreksi fiskal dan akuntansi pajak penghasilan yang 
tentunya akan sangat berguna dalam dunia lapangan pekerjaan. 
3. Bagi pembaca 
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu 
pengetahuan untuk menganalisis koreksi fiskal pada laporan keuangan 
komersial. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Uraian Teori 
1. Konsep Dasar Akuntansi 
a. Definisi Akuntansi 
Ada beberapa definisi tentang ilmu akuntansi, antara lain: 
Definisi yang diberikan oleh Accounting Principles Board Statement No. 4 
(1970) menyatakan sebagai berikut: 
 “Akuntansi adalah sebuah aktivitas jasa, dimana fungsinya adalah 
memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenai 
keuangan dan entitas ekonomi yang dimaksudkan akan menjadi 
berguna dalam mengambil keputusan ekonomi (dalam membuat 
pilihan diantara berbagai alternatif yang ada).” (Hery, 2013, hal 3) 
Adapun definisi yang diberikan oleh American Accounting Association 
(AAA) pada tahun 1966 adalah sebagai berikut: 
 “Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, mengukur, dan 
menyampaikan informasi ekonomi bagi para penggunanya dalam 
mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada dan membuat 
kesimpulan” (Hery, 2013, hal 3) 
Dalam kedua definisi tersebut dapat diketahui bahwa: 
1. Fungsi (peran) akuntansi adalah menyediakan informasi kuantitatif, 
terutama yang bersifat keuangan, tentang “entitas” ekonomi. 
2. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dimaksudkan agar berguna 
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sebagai input yang dipertimbangkan dalam mengambil keputusan 
ekonomi yang rasional. 
 
 Dalam ilmu akuntansi terdapat sistem pencatatan dan dasar akuntansi. 
Adanya sistem pencatatan disebabkan oleh salah satu tahap dalam akuntansi, 
yaitu tahap pencatatan. Terdapat beberapa system pencatatan, yaitu single 
entry, double entry, dan triple entry. Dasar akuntansi digunakan untuk 
menentukan saat pencatatan suatu transaksi ekonomi. Pada dasarnya, terdapat 
dua basis atau dasar akuntansi, yaitu dasar kas dan dasar akrual. Dasar-dasar 
lain diantara keduanya merupakan transisi. 
 
b. Laporan Keuangan 
Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan 
pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan 
kinerja perusahaan tersebut. 
Menurut Hery (2013, hal 7) menyatakan sebagai berikut: 
 “Laporan keuangan adalah hsail dari proses akuntansi yang dapat 
digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau 
aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.” 
 Agar hasil suatu usaha dapat diketahui, setiap kurun waktu (periode 
akuntansi) tertentu perusahaan perlu menyusun laporan keuangan. Laporan 
Keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Sedangkan 
penyusunan laporan keuangan adalah tahap akhir dalam akuntansi. Laporan 
keuangan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: relevan, dapat dimengerti, 
dapat diuji, dapat dibandingkan, dapat dipercaya, lengkap, penyampaian tepat 
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waktu, akurat, dan objektif. 
 Laporan keuangan suatu perusahaan merupakan interprestasi kondisi 
keuangan suatu perusahaan selama periode tertentu, sehingga fungsi laporan 
keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam pengmabilan suatu 
keputusan, baik di tingkat manajeman maupun di tingkat shareholder/investor 
terutama yang tidak terlibat secara langsung dalam operasional perusahaan. 
 Laporan keuangan perusahaan menunjukkan kondisi keuangan 
perusahaan secara keseluruhan. Dari laporan ini terbaca bagaimana kondisi 
perusahaan yang sesungguhnya termasuk kelemahan dan kekuatan yang 
dimiliki. Keuntungan dengan membaca laporan keuangan ini, pihak 
manajeman dapat memperbaiki kelemahan yang ada serta mempertahankan 
yang dimilikinya. 
 Laporan keuangan juga memiliki karakteristik kualitatif yang 
merupakan ciri khas yang membuat informasi didalamnya dapat lebih 
bermanfaat bagi tiap pemakainya dalam mengambil keputusan. Waluyo 
(2008, hal 21) menyebutkan terdapat empat karakteristik, yaitu: 
1. Dapat dipahami 
Laporan keuangan haruslah dapat dipahami oleh pengguna laporan, 
sehingga dapat memberikan informasi mengenai aktivitas ekonomi dan 
bisnis secara jelas. 
2. Relevan 
Informasi haruslah relevan agar memenuhi kebutuhan pengguna 
laporan dalam proses pengambilan keputusan. 
 
10 
 
 
3. Materialitas 
Menetapkan materialitas bergantung pada pos ataupun kesalahan yang 
dinilai sehingga materialitas merupakan ambang batas agar informasi 
mempunyai manfaat. 
4. Keandalan 
Informasi haruslah andal (reliable), artinya berkualitas dan tidak 
menyesatkan. 
Tabel II-1 
Contoh Bentuk Laporan Keuangan Laba Rugi 
 
PT. XXX 
Laporan Laba Rugi 
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 20xx 
  
 
  
  
Peredaran Usaha 
 
  
  
Penjualan 
 
xxx 
 
  
Retur Penjualan  
 
(xxx) 
 
  
Potongan Penjualan 
 
(xxx) 
 
  
  Penjualan Bersih   
xxx 
Harga Pokok Penjualan 
 
  
  
Persediaan Barang (awal) 
 
 
xxx   
Pembelian 
 
xxx 
 
  
Retur Pembelian 
 
(xxx) 
 
  
Potongan Pembelian 
 
(xxx) 
 
  
  Pembelian Bersih  
xxx   
Persediaan barang untuk dijual 
 
 
xxx   
Persediaan Barang (Akhir) 
 
 
(xxx)   
  Harga Pokok Penjualan   
xxx 
Laba Kotor 
 
  
  
Beban Opersional 
 
  
(xxx) 
Laba Operasional 
 
  
xxx 
Pendapatan Lain-Lain 
 
  
  
Pendapatan Dividen 
 
xxx 
 
  
Pendapatan Sewa 
 
xxx 
 
  
  Total Pendapatan Lain-Lain   
xxx 
Beban Lain-Lain 
 
  
(xxx) 
Laba Bersih       xxx 
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Tabel II-2 
Contoh Bentuk Laporan Neraca 
 
PT. XXX 
Laporan Laba Rugi 
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember  
AKTIVA 
Aktiva Lancar 
Kas                                      xxx 
Piutang                                xxx 
Persediaan                           xxx 
Total Aktiva Lancar                     xxx 
Aktiva Tidak Lancar 
Investasi Jangka Panjang    xxx 
Aktiva Tetap                       xxx 
Total Aktiva Tidak Lancar           xxx 
 
     
   Total Aktiva                             xxx 
PASSIVA 
Hutang Lancar 
Hutang Usaha                         xxx 
Pendapatan diterima dimuka  xxx 
Total Hutang Lancar                      xxx 
Hutang Tidak Lancar 
Hutang Jangka Panjang                 xxx 
Total Hutang                                 xxx 
EKUITAS 
Modal                                     xxx 
Laba Ditahan                          xxx 
Total Ekuitas                                 xxx 
   Total Passiva                              xxx 
 
 
c. Tujuan Laporan Keuangan 
 Menurut PSAK (2007) tujuan laporan keuangan adalah memberikan 
informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas 
yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan 
dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan 
hasil pertanggungjawaban manajeman atas pengguna sumber daya yang 
dipercayakan kepada meraka. 
 Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan 
menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi: asset, liabilitas, 
ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi 
dan distribusi kepada pemilik dalam kepastiannya sebagai pemilik, dan arus 
kas. 
 Laporan keuangan perusahaan didasarkan pada aturan-aturan dan 
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konvensi-konvensi akuntansi. Untuk mencapai konsistensi dan 
komparabilitas, pertimbangan-pertimbangan subjektif diminimalkan, tetapi 
penilaian suatu perusahaan didasarkan pada proyeksi atau perkiraan 
kinerjanya dimasa depan. Hal ini melibatkan pertimbangan-pertimbangan 
yang subjektif. Jadi, laporan akuntansi tidak mencatat nilai ekonomis. 
Sebaliknya, laporan-laporan itu memberikan informasi historis kuantitatif 
dasar yang merupakan sekumpulan input yang penting yang digunakan dalam 
menghitung nilai-nilai ekonomis. 
 
 
 
Adjusment (Penyesuaian)   
 
   
 
 
 
Sumber: data diolah 
Gambar II-1 
Siklus Akuntansi 
 
2. Konsep Dasar Pajak 
a. Definisi Pajak 
Sebelum membahas lebih jauh tentang aspek peraturan perpajakan, 
terlebih dulu perlu dijelaskan pengertian pajak itu sendiri. Dalam Undang–
Undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
Neraca Saldo 
Neraca Lajur Laporan 
Keuangan 
Laporan Arus 
Kas 
Laporan 
Perubahan Ekuitas 
Laporan 
Laba/Rugi 
Neraca Catatan Atas 
Laporan 
Transaksi Bukti Transaksi Jurnal Buku Besar 
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yang telah direvisi beberapa kali yang terakhir tertuang dalam Undang-Undang 
No.16 tahun 2009 (Selanjutnya disebut dengan UU KUP), yang mendefinisikan 
pajak sebeagai berikut : 
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Sedangkan menurut Diana Anastasia dan Setiawati Lilis yang dikutip dari 
Undang-undang Perpajakan (2010, hal 1) definisi pajak, yaitu: 
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan Negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”.  
Saat ini, ada lima jenis pajak di Indonesia, yaitu: 
1. Pajak Penghasilan 
2. Pajak Pertambahan Nilai 
3. Pajak Bumi dan Bangunan 
4. Bea Materai 
5. Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan 
 
Adapun definisi atau pengertian pajak menurut Soemitro Rochmat yang 
dikutip oleh Mardiasmo (2016, hal 3) yaitu: 
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang- 
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik 
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 
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untuk membayar pengeluaran umum.” 
Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: 
1. Iuran dari rakyat kepada Negara. 
Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa 
uang (bukan barang). 
2. Berdasarkan undang-undang. 
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 
aturan pelaksanaanya. 
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung 
dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 
kontraprestasi individual oleh pemerintah. 
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
Dari segi ekonomi menurut Erly Suandi (2011, hal 1), ”Pajak merupakan 
pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik.” 
Sedangkan bagi Negara menurut Erly Suandi (2011, hal 1), “Pajak adalah 
salah satu sumber peneriman penting yang akan digunakan untuk membiayai 
pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. 
Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba 
bersih.” 
Terdapat 2 fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016, hal 4), yaitu : 
1. Fungsi Budgetair 
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluarannya. 
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2. Fungsi Mengatur (Regulerend) 
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 
Contoh : 
a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk 
mengurangi konsumsi minuman keras. 
b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 
mengurangi gaya hidup konsumtif. 
c. Tarif pajak ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk 
Indonesia di pasaran dunia. 
 
b. Syarat Pemungutan Pajak 
Dalam melakukan pemungutan pajak, seringkali terjadi hambatan ataupun 
perlawanan, maka dari itu menurut Mardiasmo (2016, hal 4) syarat-syarat yang 
harus dipenuhi dalam pemungutan pajak adalah : 
a) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang 
dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan 
diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan 
dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaanya 
yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan 
keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada 
Majelis Pertimbangan Pajak. 
b) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis) 
Di Indonesia, pajak diatur dalam  UUD 1945 pasal 23 (2). Hal ini 
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memberikan jaminan hukum  untuk menyatakan keadilan, baik bagi 
Negara maupun warganya. 
c) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi) 
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 
maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 
perekonomian masyarakat. 
d) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial) 
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 
e) Sistem pemungutan pajak harus sederhana 
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 
dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 
 
c. Pengelompokkan Pajak 
 Mardiasmo (2016, hal 7), menyatakan bahwa pajak dapat dikelompokkan 
menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya. 
1. Menurut golongannya 
1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib 
Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 
Contoh : Pajak Penghasilan. 
2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai. 
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2. Menurut sifatnya 
a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 
Contoh : Pajak Penghasilan 
b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah. 
c) Menurut lembaga pemungutnya 
a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. 
Contoh : Pajak Penghasilam Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai. 
b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah 
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 
Pajak Daerah terdiri atas : 
(i) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak 
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 
(ii) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, 
dan Pajak Hiburan. 
 
d. Sistem Pemungutan Pajak 
1) Official Assesment System 
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang 
kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak 
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yang terutang oleh Wajib Pajak. 
Ciri-cirinya: 
a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang 
ada pada fiskus. 
b) Wajib Pajak bersifar pasif. 
c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan 
pajak oleh fiskus. 
2) Self Assesment System 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri 
besarnya pajak yang terutang. 
Ciri-cirinya: 
a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang 
ada pada Wajib Pajak sendiri. 
b) Wajib Pajak Aktif, mulai dari menghitung, menyetor 
dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. 
c) Fiskus tidak bisa ikut campur dan hanya mengawasi. 
3) Withholding System 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib 
pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak 
yang terutang oleh Wajib Pajak. 
Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang 
terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib 
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Pajak. 
 
e. Pembukuan 
Pasal 13 Undang-Undang Pajak Perseroan Tahun 1995 menyatakan bahwa 
pihak pengurus perseroan, perhimpunan, maskapai, lembaga, dan badan yang 
menjalankan perusahaan yang labanya dikenakan pajak harus menyelenggarakan 
pembukuan di Indonesia dengan cara sedemikian rupa, sehingga dari pembukuan 
tersebut dapat diketahui laba yang dikenakan pajak. 
Undang-Undang pajak menggunakan istilah pembukuan, tetapi dalam 
akuntansi komersial seperti dalam SAK tidak menggunakan istilah pembukuan. 
Waluyo (2008, hal 5) dalam buku Akuntansi Pajak, menuliskan bahwa beberapa 
buku teks akuntansi mendefinisikan pembukuan adalah kegiatan mengumpulkan, 
mencatat, dan menganalisis data transaksi keuangan ke dalam buku atau catatan 
yang telah disiapkan, serta pengendalian proses akuntansi melalui prinsip 
pengendalian internal, pengukuran nilai transaksi ke dalam nilai moneter 
berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, dan penyajian hasil transaksi 
keuangan menjadi informasi keuangan yang bermanfaat untuk pengambilan 
keputusan. 
Pengertian pembukuan sendiri sesuai dengan Pasal 1 angka 29 Undang-
Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
16 Tahun 2009 menyatakan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan 
yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan 
yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga 
perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun 
20 
 
 
laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba-rugi untuk periode Tahun Pajak 
tersebut. 
Menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengatur 
penyelenggaraan pembukuan untuk keperluan perpajakan yaitu dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
1. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 
bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan 
pembukuan. 
2. Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan 
pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan 
pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan 
usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan 
neto dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto dan 
Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau 
pekerjaan bebas. 
3. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan 
memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan 
usaha yang sebenarnya. 
4. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan 
menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan 
disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan 
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oleh Menteri Keuangan. 
5. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asa dan dengan stelsel 
akrual atau stelsel kas. 
6. Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus 
mendapat persetujuan dari Direktur Jendral Pajak. 
7. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, 
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian 
sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. 
8. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain 
Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin 
Menteri Keuangan. 
9. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data yang 
dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto 
dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak 
yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau 
yang dikenai pajak yang bersifat final. 
10. Dihapus. 
11. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau 
pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari 
pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi 
on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di 
tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di 
tempat kedudukan Wajib Pajak Badan. 
12. Bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
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diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.  
 
3. Laporan Keuangan Komesial dan Laporan Keuangan Fiskal 
a. Pengertian Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan 
Fiskal 
Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun 
berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum, yang bertujuan 
untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan 
keputusan bisnis dan ekonomi, khususnya informasi tentang prospek arus kas, 
posisi keuangan, kinerja usaha dan aktivitas pendanaan dan operasi. 
Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai 
peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Undang-
Undang Pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya 
memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan 
penghasilan maupun biaya. Akibat dari perbedaan pengakuan ini menyebabkan 
laba akuntansi dan laba fiskal berbeda. Secara umum laporan keuangan disusun 
berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), kecuali diatur secara khusus 
dalam undang-undang. 
Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan 
laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap 
laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan komersial yang 
direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal. 
Standar Akuntansi Keuangan khusus PSAK Nomor 46 mengatur tentang 
Akuntansi Pajak Penghasilan. 
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b. Persamaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal 
Menurut Erly Suandy (2011, hal 35), persamaan akuntansi komersial dan 
akuntansi fiskal : 
a. Aset/harta tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode tidak 
boleh langsung dibebankan pada tahun pengeluarannya tetapi harus 
dikapitalisir dan disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya. 
b. Aset/harta yang dapat disusutkan adalah aset tetap, baik bangunan 
maupun bukan bangunan. 
c. Tanah pada prinsipnya tidak disusutkan, kecuali jika tanah tersebut 
memiliki masa manfaat terbatas. 
 
c. Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal 
Pada umumnya, perusahaan yang bergerak dibidang bisnis akan menyusun 
laporan keuangan yang berbeda antara laporan keuangan komersial dengan 
laporan keuangan yang dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan yang disampaikan ke Direktorat Jendral Pajak. Perbedaan tersebut 
tidaklah dimaksudkan untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti penyeludupan pajak, 
akan tetapi lebih cenderung kepada penyesuaian dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 
Standar Akuntansi Keuangan (komersial) dan undang-undang pajak sering 
memberikan spesifik dan sering berbeda, aturan yang mana yang digunakan untuk 
melaporkan penghasilan dan tujuan pajak, meskipun kedua pendapatan dilaporkan 
berdasarkan pada transaksi dibawah fundamental yang sama. Beberapa perbedaan 
laporan pajak dapat dilihat secara mekanis karena mereka berhubungan dengan 
suatu perbedaan yang jelas di dalam peraturan. Contoh materi laporan pajak yang 
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berbeda dihasilkan oleh perbedaan yang jelas di dalam aturan-aturan penyusutan, 
opsi saham, dan konsolidasi. 
Salah satu alasan perbedaan akuntansi pajak dengan akuntansi keuangan, 
antara lain karena tujuan akuntansi keuangan  adalah pemberian informasi penting 
kepada para manajer, pemegang saham, pemberi kredit, serta pihak-pihak yang 
berkepentingan lainnya dan merupakan tanggung jawab para akuntan untuk 
melindungi pihak-pihak tersebut dari informasi yang menyesatkan. Sebaliknya, 
tujuan utama system perpajakan (termasuk akuntansi pajak) adalah pemungutan 
pajak yang adil dan merupakan tanggung jawab Direktorat Jendral Pajak untuk 
melindungi para pembayar pajak dari tindakan semena-mena. 
Sejalan dengan tujuan dan tanggung jawab tersebut, prinsip yang dianut 
oleh akuntansi keuangan adalah prinsip konservatif, sehingga kemungkinan 
kesalahannya lebih cenderung kepada understatement pelaporan penghasilan 
penghasilan atas assetnya dibandingkan dengan pelaporan overstatement. 
Disamping perbedaan acuan yang dianut dalam penyusunan laporan keuangan 
untuk kepentingan perpajakan, dari sudut pandang Direktorat Jendral Pajak 
laporan keuangan yang understatement tersebut tentunya tidak dapat dipakai 
sebagai dasar menetapkan pajak yang terutang (Mohammad Zain, 2008:118-119). 
Tabel II-3 
Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal 
Akuntansi Komersial Akuntansi Fiskal 
Masa Manfaat: 
a. Masa manfaat ditentukan asset 
berdasarkan taksiran umur 
ekonomis maupun umur teknis. 
Masa Manfaat: 
a. Ditetapkan berdasarkan 
keputusan Menteri Keuangan. 
b. Nilai residu telah 
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b. Ditelaah ulang secara periodik. 
c. Nilai residu bisa 
diperhitungkan. 
 
Harga Perolehan: 
a. Untuk pembelian menggunakan 
harga sesungguhnya. 
b. Untuk pertukaran asset tidak 
sejenis menggunakan harga 
wajar. 
c. Untuk pertukaran sejenis 
berdasarkan nilai buku asset 
yang dilepas. 
d. Asset sumbangan berdasarkan 
harga pasar 
 
 
 
 
 
 
Metode Penyusutan: 
a. Garus lurus. 
b. Jumlah angka tahun. 
diperhitungkan. 
 
 
 
Harga Perolehan: 
a. Untuk transaksi yang tidak 
mempunyai hubungan istimewa 
berdasarkan harga yang 
sesungguhnya. 
b. Untuk transaksi yang 
mempunyai hubungan istimewa 
berdasarkan harga pasar. 
c. Untuk transaksi tukar-menukar 
adalah berdasarkan harga pasar. 
d. Dalam rangka likuidasi atau 
penggabungan adalah harga 
pasar kecuali ditentukan lain 
oleh Menteri Keuangan. 
e. Jika direvaluasi adalah sebesar 
nilai revaluasi. 
 
Metode Penyusutan: 
a. Untuk asset tetap bangunan 
adalah garis lurus. 
Lanjutan Tabel II-3 
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c. Saldo menurun/menurun ganda. 
d. Metode jam jasa. 
e. Unit produksi. 
f. Anuitas. 
g. Sistem persediaan 
Perusahaan dapat memilih salah satu 
metode yang dianggap sesuai, namun 
harus diterapkan secara konsiten dan 
harus ditelaah secara periodik. 
 
Sistem Penyusutan: 
a. Penyusutan individual. 
b. Penyusutan 
gabungan/kelompok. 
 
Saat dimulainya penyusutan: 
a. Saat perolehan. 
b. Saat penyelesaian. 
b. Untuk asset tetap bukan 
bangunan Wajib Pajak dapat 
memilih garis lurus atau saldo 
menurun ganda asal diterapkan 
secara taat asas. 
 
 
 
 
 
Sistem Penyusutan: 
a. Penyusutan secara individual 
kecuali untuk peralatan kecil, 
boleh secara golongan. 
 
Saat dimulainya penyusutan: 
a. Saat perolehan. 
b. Dengan izin Menteri Keuangan 
dapat dilakukan pada tahun 
penyelesaian atau tahun mulai 
menghasilkan. 
 
d. Perbedaan Mengenai Konsep Penghasilan dan Pendapatan 
Menurut konsep akuntansi, penghasilan (income) adalah penambahan asset 
Lanjutan Tabel II-3 
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atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak 
berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan 
(revenues) dan keuntungan (gains). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul 
dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda 
seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, dividen, royalty, dan sewa (Erly 
Suandy, 2011, hal 115-116). 
Dari sisi fiskal, konsep penghasilan tidak jauh berbeda dengan konsep 
akuntansi, yaitu: Segala tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh 
Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia mapun dari Luar Indonesia yang 
bisa dikonsumsi atau menambah kekeyaan Wajib Pajak dengan nama dan dalam 
bentuk apapun. Lebih lanjut fiskal mebedakan penghasilan tersebut menjadi tiga 
kelompok yang sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 
tentang Pajak Penghasilan, yaitu: 
a. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan. 
b. Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final. 
c. Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan. 
Pengelompokkan penghasilan tersebut akan berakibat adanya perbedaan 
mengenai konsep penghasilan antara SAK dan Fiskal. Penghasilan yang bukan 
objek pajak berarti atas penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak (tidak 
menambah laba fiskal), lebih jelasnya tentang pengelompokkan penghasilan 
tersebut diuraikan dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1),(2), dan (3). 
 
e. Perbedaan Konsep Biaya dan Bukan Biaya 
Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut pemajakan berbasis netto 
(net basis of taxation) yang berarti pajak didasarkan pada penghasilan bruto (gross 
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income) dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran dan pengurangan lainnya 
yang diperkenankan oleh undang-undang. 
Secara komersial sebagaimana diatur dalam SAK bahwa dalam laporan 
laba rugi biaya diakui apabila terjadi penurunan manfaat ekonomis pada masa 
mendatang sehubung dengan penurunan asset atau peningkatan kewajiban yang 
dapat diukur dengan modal. Alternatif lainnya, biaya juga diakui dengan 
berdasarkan pada analisis hubungan antara biaya yang timbul dan penghasilan 
tertentu yang diperoleh (Waluyo, 2008, hal 222). 
Untuk tujuan perpajakan, yaitu atas dasar penerimaan dan pengaruh social 
ekonomi, tidak seluruh biaya dapat dikurangkan terhadap penghasilan sehingga 
apabila dibandingkan, komponen biaya menurut akuntansi komersial dapat 
dikoreksi yang mempengaruhi penghasilan. 
Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib 
Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap  dibagi dalam 2 golongan yaitu: 
1. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) 
tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) 
tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, 
biaya administrasi dan bunga. 
2. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. 
Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun,  
pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. 
Waluyo (2008, hal 223) juga menyebutkan, pengeluaran-pengeluaran yang 
dilakukan oleh Wajib Pajak dapat pula dibedakan menjadi: 
1. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (deductible expenses) 
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Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran 
yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk 
mendapatkan, menagih, dan memlihara penghasilan yang merupakan 
Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun 
pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. 
2. Pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya (nondeductible 
expense) 
Pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau 
tidak dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran untuk 
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan 
merupakan Objek Pajak. 
Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa untuk menghitung besarnya 
Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, 
ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, 
menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk: 
a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan 
usaha, antara lain: 
1) Biaya pembelian bahan; 
2) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, 
honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam 
bentuk uang; 
3) Bunga, sewa, dan royalty; 
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4) Biaya perjalanan; 
5) Biaya pengolahan limbah; 
6) Premi asuransi; 
7) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan; 
8) Biaya administrasi; 
9) Pajak kecuali Pajak Penghasilan; 
b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan 
amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain 
yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A. 
c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri 
Keuangan. 
d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan 
digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, 
menagih, dan memelihara penghasilan. 
e. Kerugian selisih kurs mata uang asing 
f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di 
Indonesia 
g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan 
h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat: 
1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 
2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat 
ditagih kepada Direktorat Jendral Pajak; dan 
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3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau 
instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya 
perjanjian tertulis menganai penghapusan piutang/pembebasan utang 
antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah 
dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya 
pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah 
utang tertentu; 
4) Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk 
penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; 
i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang 
ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah 
j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di 
Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah 
k. Biaya pengembangan insfrastruktur sosial yang ketentuannya diatur 
dengan Peraturan Pemerintah 
l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan 
Peraturan Pemerintah; dan 
m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur 
dengan Peraturan Pemerintah 
Tidak setiap pengeluaran itu boleh dibebankan sebagai  biaya sesuai 
ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa 
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untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam 
Negeri dan Bentuk Usaha Tetap tidak boleh dikurangkan yaitu: 
a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, 
termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada 
pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi 
b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi 
pemegang saham, sekutu, atau anggota 
c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali: 
1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain 
yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, 
perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang 
2) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial 
yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
3) Cadangan pinjaman untuk Lembaga Penjamin Simpanan 
4) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan 
5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan 
6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan 
limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang 
ketentuannya dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan 
d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 
dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang 
pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut 
dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan 
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e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 
diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan 
makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau 
imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang 
berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 
f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang 
saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai 
imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan 
g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali 
sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, huruf j, 
huruf k, huruf l, dan huruf m serta zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 
pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk 
agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan 
yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah 
h. Pajak penghasilan 
i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib 
Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya  
j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan 
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham 
k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana 
berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan 
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dibidang perpajakan. 
 
f. Perbedaan Konsep Penyusutan dan Nilai Persediaan 
Perbedaan dalam konsep antara akuntansi dengan peraturan perpajakan 
terutama menyangkut konsep penyusunan dan penilaian persediaan barang 
dagangan. 
a. Konsep Penyusutan 
Perbedaan utama antara akuntansi dengan undang-undang perpajakan 
adalah penentuan umur aktiva dan metode penyusutan yang boleh digunakan. 
Akuntansi menentukan umur aktiva berdasarkan umur sebenarnya walaupun 
penentuan umur tersebut tidak terlepas dari tafsiran Judgement. 
Menurut Johar Arifin (2009, hal 132), metode menurut akuntansi 
komersial mengacu pada PSAK No. 16 tentang Aset Tetap (Revisi 2011). Metode 
penyusutan komersial antara lain: 
1) Metode Garis Lurus (Straight line methoe) yaitu, menghasilkan 
pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika dinilai 
residunya tidak berubah. 
2) Metode Saldo Menurun (Diminishing balance method) yaitu, 
menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. 
3) Metode Jumlah Unit (Sum of the unit method) yaitu, menghasilkan 
pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang 
diharapkan dari suatu aset. 
Ketentuan perpajakan hanya menetapkan dua metode penyusutan yang 
harus dilaksanakan Wajib Pajak berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu berdasarkan metode garis lurus dan 
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metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten, kemudian aktiva 
(harta berwujud) dikelompokkan berdasarkan jenis harta dan masa manfaat 
sebagai berikut: 
Tabel II-4 
Kelompok Harta Berwujud, Metode, serta Tarif Penyusutan 
Kelompok Harta 
Berwujud 
Masa 
Manfaat 
Tarif Penyusutan sebagaimana 
dimaksud dalam 
Ayat (1) Ayat (2) 
I. Bukan bangunan 
Kelompok 1 
Kelompok 2 
Kelompok 3 
Kelompok 4 
II. Bangunan 
Permanen 
Tidak Permanen 
 
4 Tahun 
8 Tahun 
16 Tahun 
20 Tahun 
 
20 Tahun 
10 Tahun 
 
25% 
12,5% 
6,25% 
5% 
 
5% 
10% 
 
50% 
25% 
12,5% 
10% 
Sumber: UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (6) 
Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud dan 
pengeluaran lainnya yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan juga 
dengan memakai 2 metode yaitu: metode garis lurus dan metode saldo menurun, 
dengan pengelompokkan sebagai berikut: 
Tabel II-5 
Kelompok Harta Tak Berwujud, Metode, serta Tarif Amortisasi 
Kelompok Harta 
Tak Berwujud 
Masa Manfaat Tarif Amortisasi berdasarkan metode 
Garis Lurus Saldo Menurun 
Kelompok 1 
Kelompok 2 
Kelompok 3 
Kelompok 4 
4 Tahun 
8 Tahun 
16 Tahun 
20 Tahun 
25% 
12,5% 
6,25% 
5% 
50% 
25% 
12,5% 
10% 
Sumber: UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11A ayat (2) 
Penentuan masa manfaat, jenis harta, metode, serta tarif dimaksudkan 
untuk memberikan keseragaman bagi Wajib Pajak dalam melakukan penyusutan 
maupun amortisasi. 
b. Konsep Nilai Persediaan 
Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia, persediaan dan 
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pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok dinilai berdasarkan 
perolehan (cost) yang dilakukan dengan metode rata-rata (average) atau dengan 
metode mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama yang dikenal dengan 
First In First Out (FIFO). Penggunaan metode tersebut harus dilakukan secara 
konsisten. 
Apabila kita meninjau secara akuntansi maka ada 3 jenis metode yang 
dilakukan untuk menilai persediaan yang sesuai dengan SAK No. 14 Tahun 2007 
yaitu dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama (FIFO), 
kemudian rata-rata tertimbang (weight average cost method) dan masuk terakhir 
keluar pertama (LIFO). Kemudian untuk barang yang lazimnya tidak dapat 
digantikan dengan barang lain (not ordinary interchangeable) dan barang serta 
jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek khusus harus diperhitungkan 
berdasarkan identifikasi khusus terhadap biayanya masing-masing. 
 
g. Koreksi Fiskal 
Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda 
dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan netto atau laba yang 
sesuai dengan ketentuan pajak. Perbedaan-perbedaan antara akuntansi dan fiskal 
tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap atau permanen dan beda waktu 
atau sementara. 
Menurut Agus Setiawan dan Basri Musri (2006, hal 421) menyatakan sebagai 
berikut: 
“Rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan 
secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan 
perpajakan.” 
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Sesuai keseluruhan tujuan dari suatu akuntansi keuangan adalah 
melakukan perbandingan yang tetap antara penghasilan dan pengeluaran yang 
bersangkutan. Oleh karena itu, apabila terdapat perbedaan antara jumlah 
penghasilan yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan dengan jumlah penghasilan yang dihitung untuk keperluan bagian 
keuangan, maka menurut ketentuan yang berlaku umum bahwa perhitungan pajak 
penghasilan pertama-tama didasarkan pada penghasilan yang dibuat untuk tujuan 
accounting tersebut (Einde Evana dan R. Weddie, 2008, hal 102). 
Koreksi fiskal secara akuntansi tidak memerlukan perlakuan jurnal khusus, 
karena pada prinsipnya koreksi fiskal tidak mengubah besarnya saldo pada 
rekening nominal atau rekening rill pada neraca ataupun laporan rugi laba. 
Siti Resmi (2009, hal 397) dalam buku Perpajakn: Teori dan Kasus, 
menuliskan bahwa teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai 
berikut: 
1. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui 
menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah 
penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti 
mengurangi laba menurut akuntansi. 
2. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui 
menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah 
penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti 
menambah laba menurut akuntansi. 
3. Jika suatu biaya/pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui 
sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi 
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dilakukan dengan mengurangkan sejumlah biaya/pengeluaran tersebut 
dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut 
akuntansi. 
4. Jika suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui 
sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi 
dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya/pengeluaran tersebut 
pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut 
akuntansi. 
Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara 
komersial dan secara fiskal. Perbedaan tersebut dapat berupa: 
a. Beda Waktu 
Beda waktu merupakan perbedaan yang bersifat sementara karena adanya 
ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan 
perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Beda waktu terjadi karena 
adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu 
menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan waktu ini 
mengakibatkan terjadinya pergeseran antara satu tahun pajak ke tahun pajak 
lainnya. Perbedaan waktu dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu positif dan 
negatif. Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban menurut SAK 
lebih lambat dari pengakuan beban menurut ketentuan perpajakan (Erly Suandy, 
2011, hal 79). 
b. Beda Tetap (Permanent Differences) 
Menurut Anastasia Diana (2010, hal 362) perbedaan tetap adalah 
“perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang menyangkut 
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perbedaan yang bersifat permanen dimana alokasi maupun total jumlah berbeda. 
Dalam arti lain, suatu penghasilan atau biaya tidak akan diakui untuk selamanya 
dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak (taxable income).” 
Adapun contoh-contoh perbedaan permanen menurut Donald E. Kieso, Jerry J. 
Weygandt, dan terry D. Warfield dalam bukunya Intermadiate Accounting yang 
diterjemahkan oleh Herman Wibowo dan Ancella A. Hermawan, yaitu : 
A. Pos-pos yang diakui untuk tujuan pelaporan keuangan tetapi tidak diakui 
untuk tujuan pajak. Contohnya : 
1. Bunga yang terima atas kewajiban Negara bagian kota.  
2. Beban timbul dalam upaya memperoleh laba bebas pajak. 
3. Penerimaan dari asuransi jiwa ditutup perusahaan untuk pejabat 
atau karyawan utama. 
4. Premi yang dibayar untuk asuransi jiwa yang ditutup oleh 
perusahaan untuk pejabat atau karyawan utama (perusahaan 
sebagai penerima). 
5. Denda dan beban yang timbul akibat pelanggaran hukum. 
6. Beban kompensasi yang berhubungan dengan opsi saham 
karyawan tertentu. 
B. Pos-pos yang diakui untuk tujuan pajak tetapi tidak diakui untuk tujuan 
pelaporan keuangan. Contohnya : 
1. “Deplesi persentase” sumber daya alam yang melebihi harga 
perolehannya. 
2. Pengurangan untuk dividen yang diterima dari perusahaan Amerika 
Serikat, biasanya 70% atau 80%. 
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Untuk keperluan perpajakan wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan 
ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan Standar 
Akuntansi Keuangan (SAK), dan pada waktu mengisi SPT Tahunan PPh terlebih 
dahulu harus dilakukan koreksi. Koreksi tersebut terdiri atas 2, yaitu koreksi fiskal 
positif dan koreksi fiskal negatif. 
 
1) Koreksi Fiskal Positif 
Menurut Anastasia Diana (2010, hal 362) Koreksi Fiskal Positif adalah 
“koreksi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial 
yang mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah besar.” Rekonsiliasi fiskal 
positif mengakibatkan pengurangan biaya yang diakui dalam laporan rugi laba 
komersil menjadi semakin kecil atau yang berakibat adanya penambahan 
penghasilan. 
Menurut Sukrisno Agoes (2013, hal 239), Koreksi positif terjadi apabila 
pendapatan menurut fiskal bertambah. Koreksi positif baisanya dilakukan akibat 
adanya : 
a. Beban yang tidak diakui oleh pajak (non-deductible expense). 
b. Penyusutan komersial lebih besar daripada penyusutan fiskal. 
c. Amortisasi komersial lebih besar daripada amortisasi fiskal. 
d. Penyesuaian fiskal positif lainnya. 
2) Koreksi Fiskal Negatif 
Menurut Anastasia Diana (2011, hal 362) Koreksi fiskal negatif adalah 
“koreksi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial 
yang mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah kecil.” 
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Koreksi fiskal negatif mengakibatkan penambahan biaya yang diakui dalam 
laporan rugi laba komersil menjadi semakin besar, atau yang berakibat 
pengurangan penghasilan. 
Menurut Sukrisno Agoes (2013, hal 239), Koreksi negatif terjadi apabila 
pendapatan menurut fiskal berkurang. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat 
adanya : 
a. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. 
b. Penghasilan yang dikenakan PPh final. 
c. Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal. 
d. Amortisasi komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal. 
e. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya. 
f. Penyesuaian fiskal negatif lainnya. 
 
h. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial ke Laporan Keuangan 
Fiskal 
Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan 
pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan 
keuangan. Ukuran tersebut dapat saja kurang sejalan dengan prinsip akuntansi 
(komersial). Solusi antara penerapan Standar Akuntansi Keuangan dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah dengan dilakukan 
suatu rekonsiliasi. 
Mohammad Zain (2008, hal 222) dalam buku Manajeman Perpajakan, 
menuliskan bahwa untuk menyusun rekonsiliasi antara laporan keuangan 
komersial dengan laporan keuangan fiskal, urutan penyusunannya dapat dilakukan 
sebagai berikut: 
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a. Buat terlebih dahulu daftar penyusunan fiskal sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 
b. Penyusutan fiskal tersebut kemudian dialokasikan sesuai dengan 
pengalokasian yang dilakukan oleh perusahaan. 
c. Susun rekonsiliasi harga pokok produksi. 
d. Susun rekonsiliasi biaya operasional. 
e. Susun rekonsiliasi pendapatan/beban lain-lain. 
f. Susun rekonsiliasi laba rugi, yang dihimpun dan jumlah-jumlah akhir masing-
masing rekonsiliasi sebelumnya. 
Mohammad Zain juga menyatakan bahwa banyaknya rekonsiliasi yang harus 
disusun disesuaikan dengan tipe perusahaan dan laporan keuangan perusahaan 
yang bersangkutan. 
 
4. Pajak Penghasilan 
Mardiasmo (2016, hal 163), mendefinisikan Pajak Penghasilan (PPh) 
sebagai berikut : 
Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak (orang 
pribadi, badan, bentuk usaha tetap (BUT)) atas penghasilan yang diterima atau 
yang diperolehnya dalam tahun pajak. Sesuai dengan SAK No. 46 pajak 
penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan 
pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. 
Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, “Pajak Penghasilan adalah pajak 
yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum 
lainnya.” 
Jadi pengertian pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang 
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ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang 
diterima dan diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara dan 
masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang 
harus dilaksanakan. 
Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
(PPh) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1991, Undang-
Undang No. 10 Tahun 1994, Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 dan terakhir 
diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 mengatur mengenai pajak 
atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. Pajak 
Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan 
yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut 
dibebani pajak jika menerima ataupun memperoleh penghasilan.  
Menurut Mardiasmo (2016, hal 163), ”Subjek Pajak yang menerima 
ataupun  memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib 
Pajak”, Wajib Pajak dibebani pajak atas penghasilan yang diperolehnya selama 
satu periode pajak atau dapat juga dibebani pajak untuk penghasilan dalam bagian 
tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir tahun 
pajak. 
 
a. Subjek Pajak Penghasilan 
Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang 
diperoleh dalam tahun pajak. Mardiasmo (2016, hal 164) menjelaskan subjek 
pajak yang dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar 
negeri. 
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1. Subjek Pajak dalam Negeri, terdiri dari : 
a. Subjek Pajak orang pribadi, yaitu : 
(i) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia 
lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau 
(ii) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di 
Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. 
b. Subjek Pajak Badan, yaitu: 
Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali 
unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: 
(i) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 
(ii) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
(iii) Penerimannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat 
atau pemerintah daerah; dan 
(iv) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional 
negara. 
c. Subjek Pajak Warisan, yaitu: 
Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang 
berhak. 
2. Subjek Pajak Luar Negeri terdiri dari : 
a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang 
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam  jangka waktu 12 
bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan 
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di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 
melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan  
b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi 
yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 
12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat 
kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh 
penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau 
melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 
 
b. Objek Pajak Penghasilan 
Objek pajak penghasilan meliputi penghasilan, yaitu tambahan 
kemampuan ekonomis yang didapatkan atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik itu 
berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang digunakan atau di 
konsumsi untuk menambah keyakinan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam 
bentuk apapun. Objek pajak penghasilan yang dimaksud oleh Diana Anastasia dan 
Setiawan Lilis (2009, hal 173) meliputi: 
1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan termasuk gaji, 
upah, premi asuransi jiwa, dan premi asuransi yang dibayarkan oleh 
pemberi kerja, tunjangan, komisi, bonus, honorarium, uang pensiun, 
ataupun imbalan bentuk lainnya, termasuk imbalan berupa natura yang 
merupakan penghasilan, kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-
Undang Pajak Penghasilan. 
2. Hadiah undian, penghargaan (misalnya imbalan yang diberikan sebagai 
penghargaan sehubungan dengan kegiatan tertentu seperti penemuan 
benda-benda purbakala,dll), dan kegiatan atau pekerjaan (misalnya hadiah 
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yang diperoleh dari undian tabungan). 
3. Laba usaha yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dijalankan. 
4. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan ataupun pengalihan aktiva 
(misalnya keuntungan pengalihan aktiva kepada persekutuan, badan, 
pemegang saham, sekutu, dll) 
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 
biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. 
6. Bunga yang termasuk premium, diskonto, imbalan karena pengembalian 
hutang. 
7. Dividen, dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi 
kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Dividen 
biasanya terdiri dari: 
(i) pembagian laba baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 
bentuk apapun; 
(ii) pembayaran kembali akibat likuidasi yang melebihi modal yang 
disetor; 
(iii) pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk 
saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham; 
(iv) pembagian laba dalam bentuk saham; 
(v) pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran; 
(vi) jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diperoleh 
pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh 
yang bersangkutan; 
(vii) pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang 
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disetor. 
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Royalti merupakan jumlah 
yang dibayarkan atau perhitungan apa pun, baik yang dilakukan secara 
berkala maupun tidak. 
9. Sewa dari penghasilan lain akibat penggunaan harta seperti penyewaan 
mobil, penyewaan kantor, penyewaan rumah,  ataupun penyewaan-
penyeewaan lainnya. 
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 
11. Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah 
tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 
12. Keuntungan selisih akibat perubahan kurs mata uang asing. 
13. Selisih lebih akibat penilaian kembali aktiva. 
14. Premi asuransi 
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 
terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum 
dikenakan pajak. 
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. 
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang 
mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan 
19. Surplus Bank Indonesia. 
 
c. Bukan Objek Pajak Penghasilan  
Selain objek pajak penghasilan, terdapat juga buka objek pajak penghasilan, 
yaitu objek pajak berupa penghasilan yang tidak dikenakan pajak, misalnya: 
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1. Bantuan atau sumbangan merupakan penghasilan yang diperoleh dari 
pemberian dalam bentuk uang atau barang kepada orang pribadi atau 
badan. 
2. Harta hibah, bantuan, atau sumbangan baik yang diperoleh dari keluarga, 
badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, maupun orang pribadi. 
3. Warisan, yaitu penghasilan yang ditinggalkan atau diberikan kepada orang 
pribadi atau badan. (misalnya orang tua yang meninggal dunia dan 
memberikan warisan kepada anaknya ataupun ketika orang meninggal 
dunia dan mewariskan seluruh hartanya kepada suatu organisasi sosial,dll) 
4. Harta yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham ataupun sebagai 
pengganti penyertaan modal (misalnya setoran tunai). 
5. Imbalan yang diperoleh akibat jasa yang diberikan, biasanya dalam bentuk 
natura. 
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehunungan 
dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 
bea siswa, dan asuransi dwiguna. 
7. Iuran yang diterima dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan 
Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun oleh 
pegawai yang bersangkutan. 
8. Beasiswa yang diterima oleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak 
pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri 
pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan 
tinggi. 
9. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelengara Jaminan 
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Sosial (BPJS) kepada Wajib Pajak tertentu. Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial misalnya, JAMSOSTEK (Perusahaan Perseroan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja), TASPEN (Perusahaan Perseroan Tabungan dan Asuransi 
Pegawai Negeri), ASABRI (Perusahaan Perseroan Asuransi Sosial 
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), ASKES (Perusahaan Perseroan 
Asuransi Kesehatan Indonesia), dan badan hukum lainnya yang dbentuk 
untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial. 
 
d. Penghasilan yang Dikenakan Pajak PPh Final 
Berdasarkan UU PPh Pasal 4 ayat (2) terdapat beberapa jenis penghasilan 
yang pengenaan pajaknya bersifat final. PPh bersifat final berarti PPh yang 
dipotong atau dibayar sendiri dari suatu penghasilan tertentu pada saat terjadinya 
dan tidak lagi diperhitungkan dalam SPT Tahunan Badan walaupun tetap 
dilaporkan dalam SPT. Yang termasuk dalam objek PPh final adalah sebagai 
berikut : 
a. Penghasilan dari bunga deposito, tabungan , dan diskonto SBI. Yang 
diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangan di bursa efek, baik 
obligasi koperasi maupun surat utang negara/ obligasi pemerintah. 
b. Penghasilan berupa hadiah undian. 
c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas di bursa efek Dilaporkan 
ke SPT Masa PPh Transaksi Penjualan Saham. 
d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/ atau 
bangunan. 
e. Penghasilan dari sewa dari harta tak bergerak seperti rumah, ruko, dan 
lain–lain. 
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f. Penghasilan dari jasa konstruksi. 
g. Penghasilan pada saat transaksi penjualan obligasi obligasi di bursa efek 
atas capital gain, baik obligasi koperasi maupun obligasi pemerintah/surat 
utang negara dikenakan PPh final 20%. 
1. Obligasi adalah penjualan yang dilakukan melalui penawaran dan atau 
Bursa Efek di Indonesia. 
2. Bunga adalah tingkat keuntungan yang dijanjikan oleh penerbit 
obligasi kepada pembeli. 
3. Diskonto adalah selisih antara nilai nominal obligasi dan jumlah harga 
di bawah nominal yang dibayar pembeli. 
4. Bunga obligasi dibayar secara periodik yang merupakan penghasilan 
pada saat jatuh tempo atau saat dijual kembali. 
5. Diskonto obligasi adalah selama jangka waktu obligasi tidak ada 
pembayaran bunga yang diperhitungkan pada waktu jual. Penghasilan 
bagi pembeli adalah pada saat transaksi/ penawaran umum (initial 
public offering). 
 
e. Pengurang PPh Badan yang Terutang 
a. PPh Pasal 22 
Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah salah satu bentuk pemotongan dan 
pemungutan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh Bendaharawan 
Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-
lembaga lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan 
kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. 
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b. PPh Pasal 23 
Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang 
berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain 
yang telah dipotong PPh Pasal 21 (Thomas Sumarsan, 2013:295). 
c. PPh Pasal 24 
Pajak Penghasilan Pasal 24 atau Objek Pajak Luar Negeri yang dapat 
dikreditkan adalah penghasilan dari luar negeri, baik sehubungan dengan 
pekerjaan, jasa, kegiatan maupun  penghasilan dari modal (Thomas 
Sumarson, 2013, hal 214). 
Konsep Umum: 
1) Pajak yang telah dibayar di luar negeri dapat dikreditkan. 
2) Syarat untuk mengkreditkan pajak yang telah dibayar di luar negeri. 
(a) Menyampaikan laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari 
luar negeri. 
(b) Menyampaikan fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak yang 
disampaikan di luar negeri. 
(c) Menyampaikan dokumen pembayaran pajak luar negeri. 
3) Kerugian dari usaha yang berasal dari luar negeri tidak diketahui sebagai 
kerugian. 
4) Mekanisme pengkreditan di Indonesia menggunakan metode Ordinary 
Credit Method. 
d. PPh Pasal 25 
Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghassilan yang harus 
dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak 
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berjalan (Waluyo, 2008, hal 255). 
Konsep Umum: 
1. Angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak 
setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. 
2. Bersarnya angsuran pajak dihitung dengan rumus: 
Pajak penghasilan terutang menurut SPT tahun lalu dikurangi dengan 
pajak penghasilan yang telah dipotong dan atau serta pajak penghasilan 
yang di bayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan 
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21, 22, 23, dan 24 kemudian 
dibagi dengan 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak. 
 
f. Tarif Pajak 
Pasal 31 E Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak 
Penghasilan, yaitu sebagai berikut : 
a) Tarif Pajak untuk tahun pajak 2009 adalah sebesar 28%. 
b) Tarif Pajak untuk tahun pajak 2010,2011,2012 dan seterusnya adalah 
sebesar 25%. 
c) Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang 
paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham 
yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi 
persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima 
persen) lebih rendah daripada tarif tersebut yang diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Pemerintah. 
d) Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 
Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas 
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berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif 
tersebut (28% atau 25%) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak 
dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 (empat 
miliar delapan ratus juta rupiah). 
e) Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak 
dibulatkan kebawah dalam ribuan rupiah penuh. Penerapan Tarif Pajak 
PPh Badan untuk tahun pajak 2010, 2011, 2012 dan seterusnya. 
 
Contoh 1 : Peredaran Bruto s/d 4.800.000.000 
Peredaran Bruto Rp. 3.000.000.000 
Penghasilan Kena Pajak Rp.    500.000.000 
PPh Terutang (50% x 25%) x 500.000.000 Rp.      62.500.000 
 
Contoh 2 : Peredaran Bruto diatas 4.800.000.000 s/d 50.000.000.000 
Peredaran Bruto  30.000.000.000 
Penghasilan Kena Pajak    3.000.000.000 
Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari 
bagian peredaran bruto yang 
memperoleh fasilitas : 
  
 ,      x 3.000.000.000         480.000.000  
Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari 
bagian peredaran bruto yang tidak 
memperoleh fasilitas : 
  
3.000.000.000 – 480.000.000 2.520.000.000  
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PPh Terutang :   
(50% x 25%) x 480.000.000      60.000.000  
25% x 2.520.000.000    630.000.000  
Jumalh PPh Terutang     690.000.000 
 
Contoh 3 : Perderadan Bruto diatas 50.000.000.000 
Peredaran Bruto    60.000.000.000 
Penghasilan Kena Pajak      2.000.000.000 
PPh Terutang (25% x 2.000.000.000)         500.000.000 
 
 
5. Penelitian Sebelumnya 
Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan koreksi fiskal 
dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dapat dilihat didalam table berikut ini: 
Tabel II-6 
Tinjauan Penelitian Sebelumnya 
No. Nama Peneliti Judul Penelitian Rumusan Masalah Hasil Penelitian 
1. Mindo 
S.Sianipar 
(2008) 
Analisis Perhitungan 
Pajak Penghasilan 
Badan Pasal 25 
Berdasarkan Laba 
Komersial dengan 
Laba Fiskal pada 
PT. Indograha Nusa 
Sarana Medan 
Apa penyebabnya 
terjadinya perbedaan 
antara laba komersial 
dengan laba fiskal? 
Bagaimana cara 
melakukan koreksi 
fiskal untuk membuat 
laporan keuangan 
fiskal? 
Bagaimana 
menentukan besarnya 
pajak penghasilan 
terhutang sesuai 
Undang-Undang 
perpajakan? 
Pengakuan 
pendapatan yang 
dilakukan telah 
sesuai 
denganprinsip 
akuntansi maupun 
Undang-Undang 
Pajak No.17 Tahun 
2000, dan 
perbedaan antara 
kaba komersial dan 
laba fiskal 
disebabkan oleh 
perbedaan tarif 
penyusutan 
menurut akuntansi 
komersial dengan 
akuntansi fiskal 
serta perbedaan 
Lanjutan Contoh 2 
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pengakuan biaya. 
2. Tety Aprilla 
Rismawani 
(2016) 
Analisis Koreksi 
Fiskal atas Laporan 
Keuangan 
Komersial dalam 
penentuan Pajak 
Penghasilan pada 
PT. Gajahmada 
Indrasehati 
Perbedaan apa saja 
yang terdapat atas 
akun-akun pendapatan 
dan beban antara 
laporan keuangan 
komersial dengan 
laporan keuangan 
fiskal? 
Bagaimana 
mengkoreksi laba 
komersial sehingga 
menjadi laba fiskal 
menurut UU PPh No. 
36 Tahun 2008? 
Hasil rekonsiliasi 
fiskal laporan laba 
rugi 
memperlihatkan 
perbedaan antara 
laba komersial dan 
laba fiskal. 
3. Gindo 
M.Sigalingging 
(2010) 
Rekonsiliasi 
Laporan Keuangan 
Untuk Menghitung 
PPh  Terutang pada 
PT. Jamsostek 
(Persero) Cabang 
Medan 
Bagaimana pengaruh 
koreksi fiskal dalam 
menghitung    PPh 
badan yang terutang ? 
 
Secara umum 
perusahaan telah 
melakukan koreksi 
fiskal dengan baik.  
Pengelompokkan 
terhadap biaya dan 
pendapatan yang 
akan dikoreksi 
memudahkan 
koreksi pada akhir 
tahun, sehingga 
tidak perlu lagi 
dihitung mana 
biaya yang dapat 
dikurangkan atau 
yang tidak bisa 
dikurangkan. 
4. Abda Darminta 
Siregar (2011) 
Analisis Koreksi 
Fiskal untuk 
Menghitung 
Besarnya PPh  
Terutang pada PT. 
Perkebunan 
Nusantara III 
(Persero) Medan 
Bagaimana koreksi 
fiskal di PT. 
Perkebunan Nusantara 
III (Persero) Medan? 
Apakah ketepatan 
koreksi fiskal sudah 
sesuai dengan 
peraturan pajak yang 
berlaku? 
Untuk kepentingan 
pajak, perusahaan 
membuat koreksi 
fiskal atas 
perhitungan laba 
rugi sesuai dengan 
UU perpajakan 
untuk 
menghasilkan 
penghasilan kena 
pajak yang menjadi 
dasar dalam 
menghitung 
besarnya pajak 
yang terutang 
perusahaan. 
Lanjutan Tabel II-6 
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Perusahaan 
menemukan 
perbedaan 
temporer dan 
perbedaan tetap 
dalam hal 
pengakuan 
penghasilan dan 
beban antara 
Standar Akuntansi 
Keuangan dan 
Undang-Undang 
perpajakan. 
Sumber : Data Diolah 
 
B. Kerangka Pemikiran 
 Kinerja suatu perusahaan merupakan hasil dari serangkaian proses dengan 
mengorbankan berbagai sumber daya. Pada setiap akhir periode PT. Dayamega 
Pratama membuat laporan keuangan.  Laporan keuangan merupakan sarana untuk 
menilai kinerja manajemen dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki. 
Laporan laba rugi merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang dijadikan 
salah satu parameter untuk mengukur kinerja manajemen. Salah satu isi dari 
laporan keuangan tersebut adalah laba menurut akuntansi (laba sebelum pajak). 
Laba menurut akuntansi (laba sebelum pajak) adalah laba yang dihasilkan dari 
total penghasilan dikurangi dengan total beban. Total beban tersebut belum 
dikurangi beban pajak tahun berjalan oleh karena itu laba ini dinamakan laba 
sebelum pajak. Supaya tidak melakukan pembukuan ganda maka perusahaan 
harus menyesuaikan antara laporan keuangan komersialnya dengan laporan 
keuangan fiskalnya. Salah satu cara untuk menghitung penyesuaian tersebut 
adalah dengan cara melakukan koreksi fiskal. Dari hasil penyesuaian koreksi 
fiskal tersebut, maka akan menghasilkan perhitungan total laba menurut ketentuan 
Lanjutan Tabel II-6 
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perpajakan, total laba itulah dinamakan Penghasilan Kena Pajak (PKP). 
Penghasilan kena pajak inilah yang menjadi dasar perhitungan berapa besar 
perusahaan tersebut akan dikenakan pajak penghasilan (PPh).. 
 Berdasarkan uraian diatas, gambaran menyeluruh tentang koreksi fiskal  
atas laporan laba rugi komersial dalam menentukan pajak penghasilan terhutang 
yang merupakan kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar II-2  
Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL 
LAPORAN KEUANGAN FISKAL 
KOREKSI FISKAL 
PAJAK 
PENGHASILAN 
58 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Pendekatan Penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah 
penelitian deskriptif yang terbatas pada usaha untuk mengungkapkan suatu 
masalah, keadaan,  dan peristiwa yang terjadi, sehingga penelitian ini 
mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan melalui 
studi kasus dalam suatu perusahaan untuk mendapatkan gambaran umum tentang 
badan usaha, laporan keuangan perusahaan, dan penerapan koreksi fiskal yang 
dilakukan perusahaan. 
 
B. Definisi Operasional 
1. Laporan Keuangan Komersial 
Laporan keuangan komersial adalah catatan informasi keuangan suatu 
perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk 
menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. 
2. Koreksi Fiskal 
Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda 
dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan netto atau laba 
yang sesuai dengan ketentuan pajak. 
3. Pajak Penghasilan 
Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak 
(orang pribadi, badan, bentuk usaha tetap (BUT)) atas penghasilan yang 
diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
Penelitian dilaksanakan pada PT. Dayamega Pratama bergerak dalam 
bidang perdagangan komputer yang beralamat di Jl. Putri Hijau No. 12 
Gedung Antara Lantai III Medan. 
2. Waktu Penelitian 
Waktu penelitian dimulai pada bulan Desember 2017 sampai dengan April 
2018. 
Tabel III-1 
Jadwal Penelitian 
 
D. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang 
berupa laporan keuangan, yaitu Neraca, Laporan Laba Rugi, daftar aktiva 
tetap dan penyusutan aktiva tetap PT. Dayamega Pratama. 
 
No. Tahapan 
Bulan 
November Desember Januari Februari Maret 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Pengajuan Judul                                         
2. Penelitian Skripsi                                         
3. Bimbingan Propsal                                         
4. Seminar Skripsi                                         
5. 
Penyusunan dan 
Pengolahan Data                                         
6. Penelitian Skripsi                                         
7. Bimbingan Skripsi                                         
8. Sidang                                         
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2. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data 
sekunder. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari 
tempat penelitian melalui metode pengamatan dan wawancara langsung 
kepada pihak atau bagian yang terkait dengan data-data yang ada, 
khususnya pada Tax and Accounting Staf dan data sekunder yaitu laporan 
keuangan yang diperoleh dari perusahaan. 
 
E. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah : 
1. Wawancara 
Wawancara adalah kegiatan tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan 
seperti pegawai perusahaan khususnya pada pegawai yang dapat 
memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Pertanyaan 
yang diajukan terkait dengan biaya-biaya perusahaan, kebijakan akuntansi, 
dan sistem perpajakan perusahaan. 
Table III-2  
Kisi-kisi wawancara : 
No. Uraian No. Pertanyaan 
1. Prinsip dan metode yang digunakan di 
perusahaan. 
1 
2. Pengakuan pendapatan dan beban. 2 
3. Akun apa saja yang dikoreksi. 3 dan 4 
4. Daftar asset tetap yang dipakai oleh karyawan. 5 
5. Mengidentifikasi penyusunan laporan 
keuangan perusahaan. 
6 dan 7 
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2. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah mengumpulkan data-data berupa dokumen yang 
diperlukan dalam pembahasan rekonsiliasi fiskal seperti laporan laba rugi 
perusahaan, kebijakan akuntansi, perpajakan perusahaan, dan laporan laba 
rugi fiskal perusahaan. 
 
F. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah : 
1. Mengumpulkan data dari perusahaan berupa laporan keuangan komersial 
yang meliputi neraca, laporan laba rugi, rekonsiliasi fiskal, daftar aktiva 
tetap. 
2. Mengevaluasi setiap akun laporan keuangan komersial khususnya laporan 
laba rugi yang terdiri dari penjualan, harga pokok penjualan, beban dan 
pendapatan lain berdasarkan data yang sudah dikumpulkan penulis dari 
perusahaan. 
3. Melihat kesesuaian setiap akun laporan laba rugi dengan ketentuan 
perpajakan yang berlaku. 
4. Mengevaluasi daftar aktiva tetap perusahaan. 
5. Menyusun rekonsiliasi fiskal atas koreksi fiskal beda tetap dan beda waktu 
yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang 
berlaku. 
6. Menghitung laba kena pajak dan menentukan jumlah Pajak Penghasilan 
yang harus dibayar perusahaan pada tahun 2016. 
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7. Melakukan wawancara kepada bagian perpajakan di PT. Dayamega 
Pratama. 
8. Mengevaluasi penyebab kenaikan (penurunan) jumlah pajak terjutang 
tahun 2016. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
1. Sejarah Singkat Perusahaan 
 Pada tanggal 03 September 1991 berdirilah perusahaan yang bernama PT 
Dayamega Pratama Medan dan mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan dari 
Departemen Perdagangan No. 1337/02.13/PM/IV/1991. Pada tanggal 05 Juni 
1991, dengan nomor yang terdaftar yang juga dari Departemen Perdagangan 
02.12.16.030466. Pada tanggal 14 Juni 1991 didirikan sebuah perusahaan yang 
bergerak di bidang pelayanan jasa software dan hardware dengan motto “A Better 
Solution”, sebagai pendiri dari perusahaan tersebut adalah Bapak Tjipta 
Wiriyan,M Eng yang menjabat sebagai Direksi. 
 PT Dayamega Pratama merupakan Persero Pengelolah Jasa untuk umum 
di Sumatera Utara, dalam menyelenggarakan jasa untuk umum tersebut PT 
Dayamega Pratama memasarkan produk jasa yang meliputi perangkat lunak dan 
perangkat keras. Perangkat lunaknya adalah software system sedangkan perangkat 
kerasnya adalah jaringan hardwarenya. 
 PT Dayamega Pratama memberikan perhatian yang cukup besar pada 
bidang layanan pemasaran, dalam upaya meningkatkan kualitas produksi jasanya 
tersebut seiring dengan meningkatnya tuntutan untuk menyediakan jasa yang 
lebih handal, mudah dijangkau, dan efesien bagi kalangan pemakai jasa tersebut. 
PT Dayamega Pratama untuk mencapai tujuan perusahaan bukan hanya di 
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Sumatera Utara saja, melainkan juga di Jakarta yang beralamat Jalan Pangeran 
Jayakarta 16/10 Jakarta 10730. 
 
Data Perpajakan 
PT. Dayamega Pratama adalah salah satu Wajib Pajak yang terdaftar pada 
Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat dengan data perpajakan sebagai berikut : 
 Nama Perusahaan : PT. Dayamega Pratama 
 NPWP   : 01.536.784.0-123.000 
 Jenis Usaha  : Perdagangan Komputer 
 
2. Struktur Organisasi Perusahaan 
Struktur organisasi merupakan bagian dari manajemen perusahaan. 
Dengan adanya struktur organisasi, menggambarkan hubungan wewenang dan 
tanggung jawab bagi setiap jenjang yang berbeda pada ruang lingkup. 
Struktur organisasi memperlihatkan tugas, pelaksanaan wewenang dan 
tanggung jawab yang mencerminkan tata hubungan atasan dan bawahan, sehingga 
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar dan teratur sesuai dengan pedoman 
struktur yang ada. Oleh karena itu pada prinsipnya jenis struktur organisasi yang 
dipakai harus sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan type perusahan itu sendiri. 
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3. Laporan Keuangan PT Dayamega Pratama 
PT. Dayamega Pratama merupakan wajib pajak yang menyelenggarakan 
pembukuan berdasarkan standar akuntansi keuangan untuk memenuhi kebutuhan 
informasi pemilik, manajemen, karyawan, dan yang memiliki kepentingan. 
a. Neraca 
Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan yang terdiri 
dari asset, kewajiban, dan modal pada tanggal penutupan buku yang disusun dari 
pembukuan Wajib Pajak sesuai dengan Standart Akuntansi Keuangan. PT. 
Dayamega Pratama menyusun neraca setiap akhir periode akuntansi yaitu tanggal 
31 Desember setiap tahunnya. Adapaun  neraca PT. Dayamega Pratama per 
tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut: 
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Tabel IV-I 
Laporan Neraca Menurut Perusahaan  
PT. Dayamega Pratam 
Periode 01 Januari s/d Desember 2016 
AKTIVA LANCAR PASSIVA LANCAR 
K    a    s  Rp         1.346.207.000  Maybank Ac .2-004-011504  Rp          499.710.122  
BCA Ac .0221847074  Rp            133.652.425  Maybank Ac. 2-004-800441  Rp       1.910.672.279  
Bank Sumut Ac. 101 01.04-0017960-0  Rp            248.469.050  Hutang Dagang  Rp       7.149.397.395  
BRI Ac. 00000053-01-001121-30-7  Rp              75.994.054  Hutang OCBC NISP  Rp       1.821.905.600  
Bank Mandiri Ac. 106-00-0435878-7  Rp            177.806.306  Hutang Biaya Gaji  Rp              3.900.000  
BNI Ac. 0057855177  Rp              15.735.230  Hutang PPh Pasal 25  Rp              1.000.000  
Bank BRI Agro Ac. 
111001000003400  Rp                1.290.618  Hutang PPh Pasal 21  Rp            82.435.534  
Bank Mestika Ac. 10-100-13319-6  Rp                2.310.405  Hutang PPh Pasal 23  Rp                 488.312  
Bank Ocbc Nisp Ac.180800023228  Rp                1.956.800  Hutang PPh Pasal 4 Ayat (2)  Rp                 778.000  
Deposito BII   Rp            500.000.000  PPN Keluaran  Rp              1.596.998  
Deposito OCBC  Rp            500.000.000  PPh Pasal 29   Rp            76.800.777  
Persediaan Akhir  Rp       22.049.719.665  
Piutang Dagang  Rp         5.172.246.888    
Jumlah  Rp      30.225.388.441  Jumlah  Rp       11.548.685.017  
Aktiva Tetap  Rp         4.817.863.589  MODAL 
Akumulasi Penyusutan  Rp         4.250.251.455  Modal Disetor  Rp            350.000.000  
Nilai Buku  Rp           567.612.134  Modal Yang Belum Diaktekan  Rp         5.000.000.000  
Laba Ditahan Tahun 
Sebelumnya   Rp       12.352.930.099  
Laba Tahun Berjalan  Rp         1.444.679.778  
Pendapatan Jasa Giro  Rp              96.705.681  
  
TOTAL AKTIVA  30.793.000.575  TOTAL PASSIVA   Rp       30.793.000.575  
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Berdasarkan hasil penelitian peneliti, perusahaan terdapat kesalahan 
pencatatan, pendapatan jasa giro sebesar Rp. 96.705.681,00 seharusnya berada 
pada laporan keuangan laba rugi. 
b. Laporan Laba Rugi 
Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan pendapatan dan 
beban dari suatu perusahaan untuk suatu periode tertentu. Selisih antara 
pendapatan dan beban merupakan laba rugi yang diperoleh perusahaan. 
PT. Dayamega Pratama menyusun laporan laba ruginya setiap akhir tahun 
buku yaitu tanggal 31 Desember. Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 
2016, laporan laba rugi PT. Dayamega Pratama adalah sebagai berikut: 
  Tabel IV-2 
Laporan Laba Rugi Menurut Perusahaan 
PT. Dayamega Pratama 
Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2016 
 
I. PEREDARAN USAHA 
Penjualan 
II. HARGA POKOK PENJUALAN 
Persediaan Awal 
Pembelian 
Jumlah Persediaan Barang 
Persediaan Akhir 
Jumlah Harga Pokok Penjualan 
Laba Kotor 
III. PENDAPATAN LAIN-LAIN 
Hadiah dan Penghargaan  
Discount Pembelian 
 
Jumlah Laba Kotor 
Beban Administrasi dan Umum 
Laba Bersih Sebelum Pajak 
Pajak Penghasilan 
Laba Bersih Setelah Pajak 
 
 
 
Rp. 10.284.867.186 
Rp. 99.907.517.087 
Rp.110.192.385.087 
(Rp. 22.049.719.665) 
 
 
 
Rp.         50.320.000 
Rp.         78.543.767 
 
Rp. 96.338.966.231 
 
 
 
 
 
(Rp, 88.142.665.422) 
Rp.    8.196.300.789 
 
 
 
Rp.       128.863.767 
Rp.    8.325.164.556 
Rp.    6.257.425.278 
Rp.    2.067.729.278 
(Rp.      623.049.500) 
Rp.     1.444.679.778 
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Untuk discount pembelian menurut teori akuntansinya, terjadi karena 
penjual memberikan potongan kepada pembeli, dengan tujuan agar pembeli 
melunasi hutangnya sebelum jatuh tempo. Oleh karena itu, discount pembelian 
mengurangi harga pembelian. 
B. Pembahasan 
1. Pendapatan dan beban yang dikoreksi pada laporan keuangan 
komersial PT. Dayamega Pratama  
Menurut hasil penelitian, pendapatan dan beban yang dikoreksi pada 
laporan keuangan komersial PT. Dayamega Pratama, masih ada beberapa akun 
yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. 
a. Pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan peraturan 
perpajakan 
1) Biaya BPJS 
Dalam laporan keuangan PT. Dayamega Pratama, terdapat biaya BPJS 
sebesar Rp. 90.306.085,00. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 
Tahun 2008, Premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan pemeliharaan 
kesehatan (Untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek) yang dibayar oleh 
pemberi kerja merupakan biaya bagi perusahaan. Dalam menghitung PPh 21, 
premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh 
pemberi kerja kepada pegawai (Lampiran PER-31/PJ/2012). Maka dalam hal ini, 
untuk biaya BPJS dapat dibiayakan. 
Biaya BPJS menurut akuntansi   Rp. 90.306.085,00 
Biaya BPJS menurut menurut fiskal Rp. 90.306.085,00 
 Jumlah koreksi fiskal   Rp.                 0,00 
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2) Pendapatan Jasa Giro 
Pendapatan jasa giro merupakan pendapatan yang kena pajak final 
sehingga di keluarkan dari pendapatan lain – lain sebagai penambah laba. Sesuai 
dengan Undang-undang PPh pasal 4 ayat (2) huruf (a), bahwa penghasilan berupa 
bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara, dan 
bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang 
pribadi. Oleh karena itu, harus dilakukan koreksi negatif sebesar Rp. 
96.705.681,00. 
Pendapatan Jasa Giro menurut akuntansi  Rp. 96.705.681,00 
Pendapatan Jasa Giro menurut fiskal  Rp.                 0.00 
 Jumlah koreksi fiskal    Rp. 96.705.681,00 
b. Pendapatan dan beban yang sesuai dengan peraturan perpajakan 
 
1) Biaya Serba Serbi 
Dalam laporan keuangan PT. Dayamega Pratama, terdapat biaya serba-
serbi sebesar Rp. 4.646.230,00. Sesuai dengan Undang–Undang PPh Pasal 9 ayat 
(1) huruf g, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, tidak 
dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Maka biaya 
sumbangan dan entertaimen (di laporan keuangan dayamega masuk ke dalam 
biaya serba serbi) tidak dapat diakui sebagai biaya untuk dapat mengurangi 
penghasilan kena pajak atau dengan kata lain biaya serba serbi ini tidak diakui 
oleh pajak sehingga harus dikoreksi fiskal positif sebesar Rp. 4.646.230,00. 
Biaya serba serbi menurut akuntansi  Rp. 4.646.230,00 
Biaya serba serbi menurut fiskal  Rp.               0,00 
 Jumlah koreksi fiskal   Rp. 4.646.230,00 
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2) Biaya Hand Phone 
Dalam laporan keuangan PT. Dayamega Pratama, terdapat biaya 
handphone sebesar Rp. 5.204.000,00. Sesuai dengan Keputussan Direktorat 
Jendral Pajak No.KEP-220/PJ/2002 pasal 1 ayat (2), biaya perolehan atau 
pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk 
pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai 
biaya perusahaan sebesar 50% melalui penyusutan aktiva tetap kelompok 1, dan 
atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler 
tersebut dapat dibebankan sebagai biaya rutin perusahaan sebesar 50%. Maka, 
biaya telepon/internet harus dikoreksi positif sebesar Rp. 2.602.000,00 atau 50% 
dari Rp. 5.204.000,00. 
Biaya handphone menurut akuntansi  Rp. 5.204.000,00 
Biaya handphone menurut fiskal  Rp. 2.602.000,00 
 Jumlah koreksi fiskal   Rp. 2.602.000,00 
 
3) Biaya Perawatan Kendaraan, BBM, Asuransi Kendaraan, 
Pengurusan Surat Kendaraan 
Sesuai dengan Keputussan Direktorat Jendral Pajak No.KEP-220/PJ/2002 
pasal 3 ayat (1), biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan 
sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk 
pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai 
biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau 
perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetao kelompok II.  
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Berikut daftar perawatan kendaraan selama tahun 2016: 
    Biaya Perawatan Kendaraan Mobil Sedan 81.048.348,00 
    Biaya Perawatan Mobil Box 21.996.939,00 
    Biaya Perawatan Spd Motor 5.321.417,00 
Total Biaya Perawatan Kendaraan 108.366.704,00 
 
Dalam laporan keuangan PT. Dayamega Pratama, terdapat  biaya 
perawatan sebesar Rp. 108.366.704,00. Oleh sebab itu, biaya kendaraan harus 
dikoreksi positif sebesar 50% dari Rp. 81.048.348,00, yaitu sebesar Rp. 
40.524.174,00. 
Biaya Perawatan Kendaraan menurut akuntansi  Rp. 108.366.704,00 
Biaya Perawatan Kendaraan menurut fiskal Rp.   67.842.530,00 
 Jumlah koreksi fiskal    Rp.   40.524.174,00 
Berikut daftar Biaya BBM selama Tahun 2016: 
    Biaya BBM Mobil Sedan 85.306.108,00 
    Biaya BBM Mobil Box 30.134.392,00 
    Biaya BBM Spd Motor 16.299.712,00 
Total Biaya BBM 131.740.212,00 
 
Dalam laporan keuangan PT. Dayamega Pratama, terdapat biaya 
kendaraan BBM sebesar Rp. 131.740.212,00. Dari data tersebut, yang dikoreksi 
fiskal hanya Biaya BBM mobil sedan saja, karena untuk kendaraan tersebut 
dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau 
pekerjaannya  Oleh karena itu, biaya tersebut harus dikoreksi 50% dari 
85.306.108,00, yaitu sebesar Rp. 42.653.054,00. 
Biaya Kendaraan BBM menurut akuntansi  Rp. 131.740.212,00 
Biaya Kendaraan BBM menurut fiskal  Rp.   89.087.158,00 
 Jumlah koreksi fiskal    Rp.   42.653.054,00 
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Berikut daftar asuransi kendaraan selama Tahun 2016: 
    Biaya Asuransi Mobil Sedan  30.021.035,00 
    Biaya Asuransi Mobil Box 1.965.388,00 
    Biaya Asuransi Spd Motor  360.675,00 
    Biaya Asuransi Inventory 43.842.282,00 
Total Biaya Asuransi 76.189.380,00 
 
Dalam laporan keuangan PT. Dayamega Pratama, terdapat biaya asuransi 
kendaraan sebesar Rp. 32.347.098,00. Menurut perpajakan apabila kendaraan 
tersebut dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau 
pekerjaannya dikoreksi sebesar 50%. Oleh karena itu, biaya asuransi kendaraan 
dikoreksi sebesar 50% dari 30.021.035,00, yaitu sebesar Rp. 15.010.518,00. 
Biaya Asuransi Kendaraan menurut akuntansi  Rp. 32.347.098,00 
Biaya Asuransi Kendaraan menurut fiskal Rp.  17.336.580,00 
 Jumlah koreksi fiskal    Rp.  15.010.518,00 
Biaya Asuransi Gedung menurut akuntansi Rp. 43.842.282,00 
Biata Asuransi Gedung menurut fiskal  Rp. 43.842.282,00 
 Jumlah koreksi fiskal    Rp.                 0,00 
Berikut daftar pengurusan surat kendaraan  
    Biaya Pengurusan Surat Mobil Sedan  29.378.000,00 
    Biaya Pengurusan Surat Mobil Box 7.450.000,00 
    Biaya Pengurusan Surat Spd Motor  2.868.000,00 
    Biaya Pengurusan Surat 39.696.000,00 
 
Dalam laporan keuangan PT. Dayamega Pratama, terdapat biaya 
pengurusan surat kendaraan sebesar Rp. 39.696.000,00. Biaya yang dapat 
dikoreksi positif yaitu sebesar 50% dari  Rp. 29.378.000, yaitu Rp. 14.689.000,00. 
Biaya Pengurusan Surat Kendaraan menurut akuntansi  Rp. 39.696.000,00 
Biaya Pengurusan Surat Kendaraan menurut fiskal Rp.  25.007.000,00 
 Jumlah koreksi fiskal     Rp.  14.689.000,00 
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4) Biaya Tebusan Amnesti Pajak 
Dalam laporan keuangan PT. Dayamega Pratama, terdapat biaya tebusan 
amnesti pajak sebesar Rp. 108.283.556,00. Sesuai dengan UU TA  Nomor 11 
Tahun 2016, Penghampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya 
terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang 
perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar hutang tebusan. Oleh 
karena itu, biaya tebusan amnesti pajak di koreksi positif sebersar Rp. 
108.283.556,00.   
Biaya Tebusan Amnesti Pajak menurut akuntansi  Rp. 108.283.556,00 
Biaya Tebusan Amnesti Pajak menurut fiskal  Rp.                   0,00 
 Jumlah koreksi fiskal     Rp. 108.283.556,00 
 
5) Biaya Pajak 
Dalam laporan keuangan PT. Dayamega Pratama, terdapat biaya pajak  
sebesar Rp. 6.900.000,00. Sesuai dengan Undang-Undang PPh Pasal 9 (1) huruf k 
yaitu, sanksi administrasi beruba bunga, denda, dan kenaikan serta sansi pidana 
berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang 
perpanjakan. Oleh karena itu, biaya pajak dikoreksi positif sebesar Rp. 
6.900.000,00.  
Biaya Pajak menurut akuntansi   Rp. 6.900.000,00 
Biaya Pajak menurut fiskal  Rp.                0,00 
 Jumlah koreksi fiskal   Rp. 6.900.000,00 
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6) Biaya Penyusutan 
Dalam laporan keuangan PT. Dayamega Pratama, terdapat biaya 
penyusutan sebesar Rp. 238.679.867,00. Menurut daftar penyusutan aktiva tetap 
(lampiran), harta yang aktiva yang dipakai pribadi adalah sebagai berikut: 
Biaya Penyusutan Hand Phone   1.062.500 
Biaya Penyusutan Mobil Daihatsu   11.557.202 
Biaya Penyusutan Mobil Toyota  91.684.000 
Biaya Penyusutan X-Trail 2.0 Manual   41.005.509 
Biaya Penyusutan Grand Livina   52.400.500 
Total 197.709.711 
 
Untuk aktiva tersebut dikoreksi sebesar 50%, dikarenakan aktiva tersebut 
digunakan oleh karyawan. Oleh karena itu, biaya penyusutan dikoreksi positif 
sebesar 50% dari Rp.197.709.711, yaitu sebesar Rp. 98.854.856,00. 
Biaya Penyusutan menurut akuntansi  Rp. 238.679.867,00 
Biaya Penyusutan menurut fiskal  Rp. 139.825.011,00 
 Jumlah koreksi fiskal   Rp.   98.854.856,00 
 
2. Perhitungan jumlah penghasilan kena pajak pada PT. Dayamega 
Pratama yang sebagai dasar penentuan pajak terhutang tahun pajak 
2016 
a. Menghitung Penghasilan Kena Pajak PT. Dayamega Pratama 
Berdasarkan koreksi fiskal yang telah dilakukan atas akun–akun biaya dan 
pendapatan pada PT. Dayamega Pratama, dapat dihitung besarnya laba kena pajak 
PT. Dayamega Pratama, sebagai berikut : 
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Tabel IV-3 
DAFTAR PERHITUNGAN LABA RUGI 
PERIODE DARI TGL. 01-01-2016 S/D TGL.31-12-2016 
          
I. PEREDARAN USAHA       
- Penjualan       Rp 96.338.966.211  
          
II. HARGA POKOK PENJUALAN       
- Persediaan Awal    Rp      10.284.867.186    
- Pembelian    Rp      99.907.517.901    
- Discount Pembelian   ( Rp             78.543.767)   
  Jumlah Persediaan Barang    Rp    110.113.841.320    
- Persediaan Akhir    (Rp      22.049.719.665)    
  Jumlah Harga Pokok Penjualan     ( Rp 88.064.121.655) 
  Laba Kotor      Rp   8.274.844.556  
          
III. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI        
  Jumlah Beban Umum dan Administrasi      (Rp   6.257.435.278)  
  Laba Bersih Komersial      Rp   2.017.409.278  
          
IV. PENDAPATAN LAIN-LAIN :       
- Hadiah Dan Penghargaan (Telah Dipotong Pph Pasal 23)    Rp             50.320.000    
- Pendapatan Jasa Giro    Rp             96.705.681    
  Jumlah Pendapatan Lain-lain      Rp      147.025.681  
  Laba Bersih Sebelum Pajak      Rp   2.164.434.959  
          
V. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :       
- Biaya Serba Serbi  Rp               4.646.230      
- Biaya Hand Phone ( 50% x Rp. 5.204.000)  Rp               2.602.000      
- Biaya Kenderaan BBM ( 50% x Rp. 85.306.108 )  Rp             42.653.054      
- Biaya Perawatan Kenderaan  ( 50% x Rp. 81.048.348)  Rp             40.524.174      
- Biaya Penyusutan   Rp             98.854.856      
- Biaya Asuransi Kenderaan ( 50% x Rp. 30.021.035,-)  Rp             15.010.518      
- Biaya Tebusan Amnesti Pajak  Rp           108.283.556      
- Biaya Pajak  Rp               6.900.000      
- Biaya Pajak Kenderaan ( 50% x Rp. 29.378.000,-)  Rp             14.689.000      
  Jumlah Penyesuaian Fiskal Positif  Rp          334.163.388    
        
VI. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :       
- Pendapatan Jasa Giro  (Rp             96.705.681)    
  Total Koreksi Fiskal   (237.457.707,00) 
  Laba Kena Pajak     2.401.892.666,00 
  Beban Pajak 25%      600.473.166,00 
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b. Menghitung Kredit Pajak PT. Dayamega Pratama 
1) PPh 22  
PPh 22 yang menjadi kredit pajak bagi PT. Dayamega Pratama karena 
melakukan penjualan kepada Bendaharawan,  BUMN/D,  yang 
dikenakan tarif 1,5% dari DPP. 
 
Tabel IV-4 
Perhitungan PPh Pasal 22 PT. Dayamega Pratama 
Keterangan Jumlah Transaksi Tarif 
PPh 22 yang 
dipotong 
Pembelian Barang 
Oleh Bendaharawan 2.673.428.695  1,5% 40.101.430  
Sumber: Data diolah 
 
2) PPh 23 
PPh 23 yang menjadi kredit pajak bagi PT. Dayamega Pratama karena 
melakukan service/jasa, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan 
penggunaan harta, serta hadiah dan penghargaan lainnya. 
 
Tabel IV-5 
Perhitungan PPh Pasal 22 PT. Dayamega Pratama 
Keterangan Jumlah Transaksi Tarif 
PPh 22 yang 
dipotong 
Imbalan/jasa lainnya Rp543.185.200  2% Rp10.863.704  
Sewa dan Penghasilan lain 
sehubungan dengan 
Penggunaan Harta 
Rp40.500.000  2% Rp810.000  
Hadiah dan Penghargaan  Rp1.228.581.260  15% Rp184.287.189  
Sumber: Data diolah 
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3) PPh 25 
Tabel IV-6 
Rekapitulasi PPh 25 Tahun 2016 
Keterangan Jumlah  Tanggal Bayar 
    Biaya PPh Pasal 25 Des’15 25.900.000 07/01/16 
    Biaya PPh Pasal 25 Jan'16 25.900.000  12/02/16 
    Biaya PPh Pasal 25 Feb'16 25.900.000  08/03/16 
    Biaya PPh Pasal 25 Mar'16 25.900.000  07/04/16 
    Biaya PPh Pasal 25 Apr'16 44.421.600  10/05/16 
    Biaya PPh Pasal 25 Mei'16 44.421.600  09/06/16 
    Biaya PPh Pasal 25 Jun'16 44.421.600  02/07/16 
    Biaya PPh Pasal 25 Jul'16 44.421.600  10/08/16 
    Biaya PPh Pasal 25 Agst'16 25.900.000  15/09/16 
    Biaya PPh Pasal 25 Sept'16 25.900.000  13/10/16 
    Biaya PPh Pasal 25 Okt'16 1.000.000  11/11/16 
    Biaya PPh Pasal 25 Nov'16 1.000.000  20/12/16 
    Biaya PPh Pasal 25 Des'16 1.000.000  12/01/17 
Total PPh 25 2016 335.086.400   
      Sumber: PT. Dayamega Pratama 
Berdasarkan tabel IV-6 diatas terdapat kesalahan perhitungan jumlah PPh 
Pasal 25 yang disetor dikarenakan tidak ikut terhitungnya angsuran PPh Pasal 25 
masa Desember sehingga menyebabkan jumlah PPh Pasal 25 Bulanan Tahun 
2016 kurang sebesar Rp 1.000.000. 
 
c. Menghitung Pajak Penghasilan Terhutang PT. Dayamega 
Pratama 
Setelah semua komponen kredit pajak perusahaan tahun 2016 diperoleh, 
maka dapat dihitung PPh kurang bayar (PPh Pasal 29) atau PPh lebih bayar (PPh 
Pasal 28A) yang dikenakan terhadap PT. Dayamega Pratama. Berikut merupakan 
perhitungan PPh kurang atau lebih bayar PT. Dayamega Pratama tahun 2016 : 
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Tabel IV-7 
Laporan Laba Rugi Menurut Peneliti 
PERIODE DARI TGL. 01-01-2016 S/D TGL.31-12-2016 
          
I. PEREDARAN USAHA       
- Penjualan       Rp 96.338.966.211  
          
II. HARGA POKOK PENJUALAN       
- Persediaan Awal    Rp      10.284.867.186    
- Pembelian    Rp      99.907.517.901    
- Discount Pembelian    (Rp             78.543.767)    
  Jumlah Persediaan Barang    Rp    110.113.841.320    
- Persediaan Akhir   ( Rp      22.049.719.665)    
  Jumlah Harga Pokok Penjualan      (Rp 88.064.121.655) 
  Laba Kotor      Rp   8.274.844.556  
          
III. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI        
  Jumlah Beban Umum dan Administrasi      (Rp   6.257.435.278)  
  Laba Bersih Komersial      Rp   2.017.409.278  
          
IV. PENDAPATAN LAIN-LAIN :       
- Hadiah Dan Penghargaan (Telah Dipotong Pph Pasal 23)    Rp             50.320.000    
- Pendapatan Jasa Giro    Rp             96.705.681    
  Jumlah Pendapatan Lain-lain      Rp      147.025.681  
  Laba Bersih Sebelum Pajak      Rp   2.164.434.959  
Pajak Penghasilan (Rp.      600.473.166) 
Laba Bersih Setelah Pajak Rp.    1.563.961.793 
 
PPh Terutang     Rp.    600.473.166,00 
Kredit Pajak : 
PPh 22 Rp.   40.101.430,00 
PPh 23 Rp. 195.960.893,00 
 Total Kredit Pajak    Rp.   236.062.323,00- 
PPh yang harus dibayar sendiri   Rp.   364.410.843,00  
PPh 25     Rp.   335.086.400,00- 
PPh Kurang Bayar    Rp.     29.324.443,00 
 
 
Tabel IV-8 
Laporan Neraca Menurut Peneliti 
Periode 01 Januari S/D 31 Desember 2016 
AKTIVA LANCAR       
K    a    s  Rp   1.346.207.000      
BCA Ac .0221847074  Rp      108.752.425      
Bank Sumut Ac. 101 01.04-0017960-0  Rp      248.469.050      
BRI Ac. 00000053-01-001121-30-7  Rp        75.994.054      
Bank Mandiri Ac. 106-00-0435878-7  Rp      177.806.306      
BNI Ac. 0057855177  Rp        15.735.230      
Bank BRI Agro Ac. 111001000003400  Rp          1.290.618      
Bank Mestika Ac. 10-100-13319-6  Rp          2.310.405      
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Bank Ocbc Nisp Ac.180800023228  Rp          1.956.800      
Deposito BII   Rp      500.000.000      
Deposito OCBC  Rp      500.000.000      
Persediaan Akhir  Rp 22.049.719.665      
Piutang Dagang  Rp   5.172.246.888      
Jumlah    Rp     30.200.488.441    
Aktiva Tetap  Rp   4.817.863.589      
Akumulasi Penyusutan (Rp   4.250.251.455)     
Jumlah    Rp          567.612.134    
TOTAL AKTIVA      Rp    30.768.100.575  
PASSIVA LANCAR       
Maybank Ac .2-004-011504  Rp      499.710.122      
Maybank Ac. 2-004-800441  Rp   1.910.672.279      
Hutang Dagang  Rp   7.149.397.395      
Hutang OCBC NISP  Rp   1.821.905.600      
Hutang Biaya Gaji  Rp          3.900.000      
Hutang PPh Pasal 25   Rp          1.000.000 
Hutang PPh Pasal 21  Rp        82.435.534      
Hutang PPh Pasal 23  Rp             488.312      
Hutang PPh Pasal 4 Ayat (2)  Rp             778.000      
PPN Keluaran  Rp          1.596.998      
PPh Pasal 29   Rp        29.324.443     
Jumlah    Rp     11.501.208.683   
        
MODAL       
Modal Disetor  Rp      350.000.000      
Modal Yang Belum Diaktekan  Rp   5.000.000.000      
Laba Ditahan Tahun Sebelumnya   Rp 12.352.930.099      
Laba Tahun Berjalan  Rp   1.563.961.793      
Jumlah    Rp     19.266.891.892    
        
TOTAL PASSIVA      Rp    30.768.100.575  
 
3. Penyebab terjadinya kesalahan koreksi fiskal dalam menghitung 
pajak penghasilan pada PT. Dayamega Pratama 
Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda 
dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan netto atau laba yang 
sesuai dengan ketentuan pajak. Perbedaan-perbedaan antara akuntansi dan fiskal 
tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap atau permanen dan beda waktu 
atau sementara. 
 
Lanjutan Tabel IV-8 
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a. Beda Tetap 
Beda tetap yaitu penghasilan dan biaya yang diakui dalam perhitungan laba 
netto untuk akuntansi komersial tetapi tidak diakui dalam perhitungan akuntansi 
pajak. 
Dalam penelitian ini, analisis menemukan beberapa kesalahan pencatatan 
dalam beda tetap diantaranya sebagai berikut : 
Koreksi Beda Tetap 
Koreksi Positif : 
Biaya Serba Serbi    Rp.    4.646.230 
Biaya Handphone    Rp.    2.602.000 
Biaya Kendaraan BBM   Rp.  42.653.054 
Biaya Perawatan Kendaraan   Rp.  40.524.174 
Biaya Asuransi Kendaraan   Rp.  15.010.518 
Biaya Tebusan Amnesti Pajak   Rp. 108.283.556 
Biaya Pajak     Rp.    6.900.000 
Biaya Pajak Kendaraan    Rp.   14.689.000 
Biaya Penyusustan    Rp.   98.854.856 
Koreksi Negatif : 
Pendapatan Jasa Giro   (Rp. 96.705.681) 
Jumlah Koreksi Beda Tetap   Rp. 237.457.707 
 
b. Beda Waktu 
Beda waktu adalah penghasilan dan biaya yang dapat diakui saat ini oleh 
akuntansi komersial, tetapi tidak dapat diakui sekaligus oleh akuntansi pajak, 
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biasanya karena perbedaan metode pengakuan. Dalam penelitian ini, peneliti tidak 
menemukan adanya perbedaan waktu. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap laporan 
koreksi fiskal PT. Dayamega Pratama, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut:  
1. Rekonsiliasi laporan laba rugi yang disusun oleh perusahaan masih tedapat 
kesalahan koreksi fiskal untuk biaya-biaya yang seharusnya dikoreksi dan 
perhitungan dari biaya yang dikoreksi tersebut. 
2. Perbedaan yang ada pada Laporan Keuangan Komersial dan Laporan 
Keuangan Fiskal PT. Dayamega Pratama tahun 2016 terdapat pada pos-
pos berikut ini: 
a. Biaya BPJS 
b. Biaya Serba-Serbi 
c. Biaya Handphone 
d. Biaya Kendaraan BBM 
e. Biaya Perawatan Kendaraan 
f. Biaya Penyusutan 
g. Biaya Asuransi Kendaraan 
h. Biaya Tebusan Amnesti Pajak 
i. Biaya Pajak 
j. Biaya Pajak Kendaraan 
3. Dari hasil analisis penulis ditemukan jumlah koreksi positif sebesar Rp. 
334.163.388,00 dan koreksi negatif sebesar Rp. 96.705.681,00. 
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4. Dari hasil analisis penulis ditemukan kesalahan pencatatan kredit pajak 
PPh Pasal 25. 
5. Perusahaan memiliki pajak yang kurang dibayar, yaitu sebesar Rp. 
29.324.443,00. 
 
B. SARAN 
1. Rekonsiliasi fiskal merupakan sarana yang paling tepat digunakan 
perusahaan dalam menentukan jumlah pajak penghasilan terutang dan 
dapat diterapkan bagi setiap wajib pajak yang menyelenggarakan 
pembukuan. 
2. Bagi pihak lainnya yang akan melakukan penelitian sejenis, sebaiknya 
untuk memperhatikan ketersediaan akses data. Karena data yang 
digunakan umumnya bersifat rahasia dan tidak ditujukan untuk khalayak 
ramai, khususnya pada perusahaan tertutup. 
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